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ABSTRAK 

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank tidak terlepas dari adanya 
risiko, Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) yang 
dikategorikan mulai dari kurang lancar sampai macet. Berdasarkan data 
NPF di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape tahun 2018-2022  
bahwa mengalami naik turun dengan angka tertinggi ditahun 2020 senilai 
20,11% dan angka terandah di tahun 2018 senilai 8,15%, sedangkan bank 
dikatakan sehat apabila tingkat NPF dibawah 5%. Semakin besar 
pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank, maka akan menurunkan 
tingkat kesehatan operasional bank tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apa yang 
menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, risiko apa 
yang dihadapi bank dengan adanya pembiayaan bermasalah, dan 
bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah. Dalam penyusunan 
skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik penggumpulan data 
dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu 
reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penyebab terjadinya 
pembiayaan  bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape 
disebabkan karena dua faktor yaitu faktor internalnya karena lemahnya 
analisis keuangan, lemahnya pengawasan pembiayaan, kurangnya 
koordinasi komite pembiayaan, dan jaminan kurang memadai. Sedangkan 
faktor eksternalnya terjadi karena kondisi ekonomi mikro atau 
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menurunnya usaha nasabah, lemahnya daya beli pasar serta karakter 
nasabah seperti penceraian dan faktor kesengajaan nasabah. Dampak dari 
adanya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk 
KCP. Sape yaitu, jika pembiayaan bermasalah terus terjadi dan membesar 
maka akan menyebabkan arus kas atau modal yang masuk terganggu 
sehingga mengakibatkan menurunnya cadangan likuiditas, pembiayaan 
bermasalah juga dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah penyimpanan, 
pembiayaan bermasalah juga dapat menjatuhkan sebuah lembaga 
keuangan BSI KCP. Sape, baik secara keuangan ataupun tidak secara 
keuangan, serta pembiayaan bermasalah juga berdampak pada 
kelangsungan pemberian kepada anggota atau kelancaran pada pemberian 
pembiayaan akan terganggu sehingga jumlah pinjaman diajukan tidak 
sesuai. Adapun bentuk penanganan pembiayaan bermasalah yaitu dengan 
restrukturisasi, rescheduling, reconditioning dan penyitaan barang 
jaminan. 
Kata Kunci : Bank Syariah Indonesia, Risiko, Pembiayaan, Non 
Performing Financig (NPF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia saat ini lagi 
panas-panasnya. Sejak keberadaan bank syariah pertumbuhannya 
terus meningkat setiap tahun, terutama dengan dana pihak ketiga 
yang diperoleh lewat jalur keuangan. Di Indonesia juga terlihat 
jelas pada pertumbuhan sektor perbankan syariah. Pada Maret 
2020 terdapat 1.929 cabang bank syariah di seluruh Indonesia.1 
Ketentuan mengenai bank syariah sendiri tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pertumbuhan Perbankan 
Syariah.. 

Bank pada dasarnya adalah suatu lembaga dari masyarakat 
dalam  bentuk keuangan atau dengan kata lain suatu lembaga yang 
melakukan transaksi keuangan. Sistem perbankan di Indonesia ada 
dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah.  

Menurut UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Bank 
Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan 
prinsip syariah atau prinsip Islam yang diatur dalam fatwa Majelis 
Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, 
keuntungan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maysir, 
riba, zalim, dan objek yang haram.2 

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan 
utamanya menghimpun uang dari masyarakat yang mempunyai 
kelebihan uang dan menyalurkannya kepada pihak yang 

 
1  Andiman dan Agus Widardjono, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Terhadap Non Performing Financing di Indonesia Tahun 
2015-2020", Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6, Nomor  1, 
April 2021, hlm. 26. 

2 Andrianto dan Anang Firmansyah, Managemen Bank Syariah, (Jawa Timur: 
Qiara Media, 2019), hlm. 24. 
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membutuhkan (fungsi intermediasi), serta memberikan pelayanan 
dalam transaksi pembayaran yang didefinisikan oleh Muhammad.3 
 Pendanaan merupakan bagian penting dari bank untuk 
menyalurkan uang kepada nasabah atau dunia usaha. Pembiayaan 
merupakan tugas pokok bank dalam menyediakan pengaturan 
keuangan untuk kebutuhan unit defisit.4 Proses analisi keuangan 
dilakukan hingga dana habis. Setelah pembiayaan terealisasi, 
pejabat bank syariah memantau dan melaksanakan pembiayaan 
yang disalurkan. Keterlibatan pejabat bank syariah dalam 
pengawasan dan pengendalian keuangan sangat penting bagi 
masyarakat karena bank syariah dipercayakan untuk menjaga 
keuangan masyarakat. 
 Beberapa faktor penyebab timbulnya pembiayaan 
bermasalah diantaranya adalah ketidaklayakan debitur, salah urus 
(mismanagement), kurangnya pengetahuan dan pengalaman 
pemilik dalam bidang usaha bisnis yang dijalankan, adanya 
penipuan dari debitur, serta beberapa faktor ekstern lainnya seperti 
penurunan kondisi ekonomi moneter Negara atau sektor usaha, 
debitur yang mengalami bencana alam (kebanjiran, gempa, dll).   
 Pengembalian pembiayaan merupakan aspek penting yang 
sangat perlu diperhatikan keberlangsungannya oleh pihak 
perbankan. Semakin baiknya pengembalian pembiayaan dalam 
suatu kegiatan operasional perbankan maka kegiatan perbankan 
dapat dikatakan sehat. Namun, pengembalian pembiayaan tidak 
sesuai dengan kesepakatan diawal dan kemungkinan besar hal ini 
terjadi disebabkan oleh nasabah yang tidak mau membayar 
ataupun tidak mampu mengembalikan pembiayaan tersebut. 
  Dalam perbankan syariah, pembiayaan bermasalah dikenal 
dengan istilah Non-Performing Financing (NPF) sedangkan pada 
bank konvensional dikenal dengan istilah Non-Performing Loan 

 
3 Muhammad, Manajemen Bank Syariah Revisi Pertama,  (Yogyakarta : UPP 

AMP YKPN, 2022), hlm. 13. 
4 Zulkifly Rusby, Manajemen Perbankan Syariah, (Pekan Baru : Pusat Kajian 

Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), hlm. 9. 
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(NPL).5 Kualitas pembiayaan dibedakan menjadi lima hal, yaitu 
lancar, perhatian khusus, kurang lancar, tidak pasti dan buruk, 
sehingga pembiayaan bermasalah merupakan pinjaman yang sulit 
dilunasi karena faktor-faktor diluar kendali/kemampuan peminjam.  

Menurut Greuning dan Iqbal yang dikutip Muchtim 
Humaid, NPF berdampak besar terhadap kesehatan bank, 
menghambat dana NPF dalam pelunasannya yang terjadi karena 
faktor ketidaksengajaan, NPF merupakan penyebab utama 
kegagalan bank.6 

Berikut ini data Non Performing Financing (NPF) selama 
periode tahun 2018-2022 di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. 
Sape. 

Tabel 1.1 

Non Performing Financing (NPF) di PT. Bank Syariah Indonesia 
Tbk KCP. Sape Tahun 2018-2022 

 

 

 

Sumber : Data PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape 
tahun 2018-2022 

Tabel Non-Performing Financing (NPF) di atas mewakili 
NPF di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape dinyatakan 
tidak sehat karena NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya 
laba yang akan diterima oleh bank. NPF yang baik ketika dia di 
bawah 5%, sedangkan pada tabel 1.1 NPF mengalami naik turun 

 
5 $\H�6XGDUWR��³�3HQ\HOHVDLDQ�3HPELD\DDQ�%HUPDVDODK�3DGD�/HPEDJD�.HXDQJDQ�

Syariah BMT Al- +DVDQDK�/DPSXQJ�7LPXU´��Jurnal Islamic Banking, Vol. 5. Nomor 2, 
Edisi Februari 2020, hlm. 103. 

6 )LWUD�5L]DO�GDQ�0XKFWLP�+XPDLGL��³$QDOLVLV�7LQJNDW�.HVHKDWDQ�%DQN�6\DULDK�GL�
Indonesia 2015-����´��ETIHAD: Jurnal of Islamic Banking and Finance, Vol. 1, Nomor 
1, 2022, hlm. 14. 

No.  Tahun  NPF (100%) 
1.  2018  8,15% 
2.  2019  17,7% 
3.  2020  20,11% 
4.  2021  10.18% 
5. 2022 11,75% 
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dengan angka tertinggi ditahun 2020 senilai 20,11%. Sedangkan 
angka terendah di tahun 2018 senilai 8,15%.  

Biasanya peristiwa pembiayaan bermasalah tidak muncul 
secara tiba-tiba, tetapi dalam fase bermasalah sebelum bank 
memberikan peringatan secara hati-hati, jika nasabah masih  
kesulitan dalam membayar kredit, maka dilakukan restrukturisasi 
dengan izin pemodal.  

Dalam Pasal 1 ayat 7 Peraturan BI No. 13/9/PBI/2011 
tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang 
Restrukturisasi pembiayaan adalah cara bank untuk membantu 
masyarakat memenuhi kewajibannya melalui Recheduling, 
Reconditioning, dan Restructuring. 

Berdasarkan latar belakang diatas, PT. Bank Syariah 
Indonesia Tbk KCP. Sape merupakan salah satu Bank Syariah 
yang mengalami permasalahan yang berkaitan dengan 
pengembalian pinjaman yang macet. Sehingga dengan adanya 
permasalahan tersebut, tentu tidak dapat dipisahkan dari prosedur 
dalam memberikan pembiayaan, faktor penyebab, dan 
penanganannya. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti 
permasalahan berdasarkan uraian di atas yang EHUMXGXO�³�$QDOLVLV�
Risiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank 
6\DULDK�,QGRQHVLD�7EN�.&3��6DSH´�� 

B. Rumusan Masalah 
1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di  PT. 

Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape ? 
2. Bentuk risiko apa saja yang dihadapi PT. Bank Syariah 

Indonesia Tbk KCP. Sape dengan adanya NPF ? 
3. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank 

Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape ? 
C. Tujuan dan Manfaat  

1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan 

bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape. 
b. Untuk mengetahui bentuk risiko yang dihadapi PT. Bank 

Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape dengan adanya NPF. 
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c. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah di  
PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape. 

2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 

1. Dapat memberikan banyak informasi kepada berbagai 
pihak khususnya peneliti itu sendiri. 

2. Hasil peneliti semoga bermanfaat bagi peneliti 
selanjutnya yang membutuhkan sebagai bahan referensi 
atau tinjauan pustaka. 

3. Sebagai bahan referensi antara peneliti ini dengan 
peneliti lainnya tentang  analisis risiko dan pembiayaan 
bermasalah. 

4. Sebagai referensi dan bahan pengembangan bagi 
pembaca. 

b. Manfaat Praktis  
1. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape 

Manfaat yang di dapatkan bagi PT. Bank Syariah 
Indonesia Tbk KCP. Sape adalah dengan adanya 
penelitian ini PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. 
Sape dapat mengetahui faktor penyebab terjadinya 
pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah 
Indonesia Tbk KCP. Sape dan  cara penanganan 
pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia 
Tbk KCP. Sape. 

2. Pembaca 
Manfaat yang didiperoleh pembaca dari peneliti ini 
adalah penmbaca mendapatkan informasi yang relavan 
terkait prosedur dalam memberikan pembiayaan di  PT. 
Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape. 

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian  
1. Ruang Lingkup  

Tujuan dilakukan observasi ini adalah untuk fokus pada 
analisis risiko pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah 
Indonesia Tbk KCP. Sape.  
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2. Setting Penelitian 
Penelitian dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk 

KCP. Sape. Alasan peneliti memilih PT. Bank Syariah 
Indonesia Tbk KCP. Sape sebagai lokasi penelitian karena 
berangkat dari keingintahuan peneliti terhadap Analisis Risiko 
Pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape 
sebagai satu-satunya bank syariah Indonesia yang ada di 
Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tengga ra Barat, yang 
menjalankan setiap kegiatan transaksinya berdasarkan prinsip-
prinsip syariah. 

E. Telaah Pustaka 
Tujuan melakukan tinjauan pustaka adalah untuk menghindari 

duplikasi, pengulangan, dan menjamin keaslian dan validitas 
penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu telah 
dilakukan khususnya terkait analisis risiko dan penanganan 
pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk 
Kcp. Sape, antara lain: 
1. Juliana, Risna Febrianti, dkk. Dalam penelitiannya yang 

berjudul Analisis Determinan Pembiayaan Bermasalah pada 
Bank Umum Syariah di Asia Tenggara, pada tahun 2022.7 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-
faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada bank 
umum syariah di Asia Tenggara yang meliputi bank syariah di 
Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode komparatif dan verifikatif 
menggunakan analisis regresi data panel menggunakan 
software Eviews 9 dan SPSS. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Return on 
Assets (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap non 
performing financing, Operating Income Operating Expenses 
(BOPO) tidak berpengaruh terhadap non performing financing, 
Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki berpengaruh positif 
dan signifikan serta terdapat perbedaan non performing 

 
7  -XOLDQD�� 5LVQD� )HEULDQWL�� GNN�� ³$QDOLVLV� 'HWHUPLQDQ� 3HPELD\DDQ� %HUPDVDODK�

SDGD� %DQN� 8PXP� 6\DULDK� GL� $VLD� 7HQJJDUD´�� Ekonomi Keungan Perbankan dan 
Akuntansi, Vol. 14, Nomor 1, Mei  2022, hlm. 59-71. 
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financing di bank umum syariah di Asia Tenggara. Bank umum 
syariah harus mempertimbangkan berbagai solusi dan operasi 
pembiayaan melalui analisis faktor internal dan eksternal. Bagi 
bank syariah sangat penting untuk menganalisa melalui faktor 
internal agar tidak terjadi berbagai permasalahan yang 
diakibatkan oleh kesalahan bank dalam penyaluran pembiayaan. 
Selain faktor internal, faktor eksternal juga dapat 
mempengaruhi pembiayaan bermasalah. 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang ditulis 
oleh penulis adalah terletak pada tempat penelitian. Dimana 
sama-sama meneliti di lembaga perbankan.  

Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada Penelitian 
terdahulu meneliti Analisis Determinan Pembiayaan 
Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Asia Tenggara. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif 
dan verifikatif menggunakan analisis regresi data panel 
menggunakan software eviews 9 dan SPSS. Sedangkan 
penelitian penulis meneliti pembiayaan bermasalah pada Bank 
Syariah, dengan penelitian kualitatif menggunakan metode 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Artinya penelitian 
terdahulu mencakup seluruh Bank Syariah Asia Tenggara, 
penelitian penulis hanya meneliti di 1 lembaga Bank Syariah 
saja. 

2. Wiwik Saidatur dan Nurul Istifadhoh, ³Analisi Faktor terhadap 
Risiko dalam Pembiayaan Bermasalah di Bank Umum 
Syariah´, pada tahun 2022. 8 

Dalam kajian ini perbankan sebagai lembaga yang efektif 
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat tentu 
mempunyai risiko, termaksud bank umum syariah yang 
membiayai nasabahnya. Kemungkinan munculnya risiko 
berupa pembiayaan bermasalah dengan menggunakan rasio 

 
8:LZLN� 6DLGDWXU� GDQ� 1XUXO� ,VWLIDGKRK�� ³$QDOLVL� )DNWRU� 7HUKDGDS� 5LVLNR� GDODP�

3HPELD\DDQ� %HUPDVDODK� GL� %DQN� 8PXP� 6\DULDK´�� Jurnal Perbankan Syariah dan 
Ekonomi Syariah, Vol. 04, Nomor 02, November 2022, hlm. 59-59.   
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keuangan tidak efektif (NPF) sebagai indikator penilaian 
tentunya perlu diperhatikan dan diatasi, sehingga harus 
memperhatikan cakupan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Ini mencakup faktor eksternal diluar bank umum syariah, 
inflasi dan PDB digunakan sebagai dua faktor eksternal dalam 
penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan 
analisis regresi berganda dimana datanya berasal dari data 
sekunder dan langsung dari website utama OJK, BPS dan BI. 
Berdasarkan hasil penelitian secara simultan dan parsial, pada 
tahun 2010-2021 indikator rasio Bank Umum Syariah tidak 
mempunyai pengaruh faktor eksternal seperti inflasi dan PDB 
terhadap risiko pembiayaan krisis. 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang ditulis 
oleh penulis adalah terletak pada tempat penelitian, dimana 
sama-sama meneliti di lembaga perbankan.  

Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti Analisis risiko 
pembiayaan faktor eksternal pembiayaan bermasalah pada 
bank umum syariah. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kuantitatif dengan analisis regresi berganda, dimana 
data diperoleh dari data sekunder dan langsung dari website 
utama OJK, BPS dan BI, selama penelitian berlangsung. 
Sedangkan penelitian penulis mengkaji risiko pembiayaan 
bermasalah (NPF) pada bank syaria Indonesia dengan 
menggunakan penelitian kualitatif, melalui metode wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. 

3. Lailatul Hasanah dan Safwira Guna Putra, yang berjudul ³Non 
Performing Financing Dimasa Pendemi Covid-19 dan Strategi 
Menghadapinya´, pada tahun 2022.9 

Penelitian ini dilakukan di BPRS Dinar Ashri Mataram 
NTB, tepat di kantor pusatnya di Kota Mataram. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjawab 
pertanyaan penelitian secara lebih spesifik. Informasi yang 

 
9 /DLODWXO�+DVDQDK�GDQ�6DIZLUD�*XQD�3XWUD��³1RQ�3HUIRUPLQJ�)LQDQFLQJ�'LPDVD�

Pendemi Covid-��� 'DQ� 6WUDWHJL� 0HQJKDGDSLQ\D´�� Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1 
Nomor 1, Agustus 2022, hlm. 27- 40. 
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diperoleh berupa data mentah dikumpulkan di lokasi penelitian 
melalui observasi langsung dan wawancara semi terstruktur 
terhadap beberapa pegawai BPRS Dinar Ashri, mengingat 
kedudukan dan status pegawai, hal ini dilakukan sedemikian 
rupa sehingga peneliti menerima informasi yang benar dan 
lengkap. 

Data sekunder diperoleh dari data keuangan internal serta 
laporan keuangan yang dipublikasikan di dalam website BPRS 
Dinar Ashri. Beberapa tahapan analisis data yang dilakukan 
seperti; Pertama reduksi informasi, yakni pemilihan dan 
ringkasan informasi yang didapatkan, karena jika semakin lama 
peneliti melakukan risert maka semakin kompleks informasi 
yang didapatkan. Serta data yang diperoleh semakin lengkap. 
Oleh karena itu, untuk menghindari penumpukan data maka 
harus dilakukan reduksi data agar memudahkan penelitian lebih 
lanjut. Kedua, dilakukan visualisasi data agar proses 
pengolahan data lebih sistematis dan mudah diidentifikasi. 
Ketiga, proses penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis 
data. 

Untuk memperoleh informasi yang lebih baik, dilakukan uji 
keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu 
data observasi dibandingkan dengan data wawancara, hasil 
wawancara dengan dokumentasi, data sekunder dengan hasil 
wawancara. 

Persamaannya terdapat pada jenis penelitiannya yang 
dimana menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan jenis 
data yang digunakan sama, berupa data primer yang 
dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara resmi 
terstruktur di lokasi penelitian. 

Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti Non 
Performing Financing selama pendemi Covid-19 dan strategi 
penangulangannya,  Sedangkan penelitian penulis meneliti 
Analisis Risiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. 
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4. Ilham Wahyudi, berjudul ³$QDOLVLV�7LQJNDW�5LVLNR�3embiayaan 
Bank Umum Syariah tahun 2017-2020, pada tahun 2022.10 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada 
tingkat risiko keuangan NPF terhadap keenam bank umum 
syariah pada tahun 2017-2021. Keenam bank tersebut masuk 
dalam kategori bank sehat karena hanya mempunyai sedikit 
kendala seperti; kredit macet atau pembiayaan berasalah. 

Persamaanya meneliti terkait masalah pembiayaan 
bermasalah, menggunakan penelitian kuantitatif, dan 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Penelitian terdahulu meneliti Tingkat Risiko Pembiayaan 
Bank Umum Syariah yang terdiri dari keenam Bank Umum 
Syariah 5 tahun terakhir dimulai pada tahun 2017-2021, dan 
peneliti tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan jenis 
data sekunder. Sedangkan penelitian penulis meneliti disatu 
Bank Syariah dengan menggunakan penelitian kualitatif 
melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

5. Siti Umrah Alhajja, berjudul ³$QDOLVLs Penyebab dan Upaya 
Penyelesaian NPF pada BPRS Niaga Madani di Kota Makassar, 
tahun 2022.11 

Dari hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa ada dua 
faktor yang menyebabkan terjadinya Non Performing 
Financing (NPF) yaitu faktor internal kurang telitinya analisa 
calon nasabah oleh pihak bank, faktor eksternal dimana usaha 
gagal/runtuh merupakan bagian dari niat dan kesengajaan dan 
tindakan yang tidak disengaja. 
       Persamaanya menggunakan penelitian kualitatif dengan 
metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaannya 
terdapat pada jenis, dimana penelitian terdahulu meneliti 
tentang  penyebab dan upaya NPF pada BPRS Niaga Madani di 

 
10 ,OKDP�:DK\XGL�� ³$QDOLVLV� 7LQJNDW� 5LVLNR� 3HPELD\DDQ� %DQN� 8PXP� Syariah 

Periode 2017-����´���Skripsi, FSEI UINFAS Bengkulu, Bengkulu, 2022), hlm. 23-31. 
11  6LWL� 8PUDK� $OKDMMD�� ³$QDOLVLV� 3HQ\HEDE� GDQ� 8SD\D� 3HQ\HOHVDLDQ� Non 

Performing Financing (NPF) Pada BPRS NLDJD�0DGDQL�.RWD�0DNDVVDU´�� �Skripsi, FAI 
Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar 2022). 
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Kota Makassar, sedangkan penelitian penulis mengkaji 
lembaga perbankan syariah terhadap risiko pembiyaan 
bermasalah (NPF). 

F. Kerangka Teori 
Kerangka teori mengacu pada informasi tertulis (teori) dan 

temuan penelitian yang relevan terkait dengan variabel atau 
permasalahan yang diteliti. Sebagai acuan untuk mengidentifikasi 
masalah dan proses berpikir, serta sebagai landasan penelitian. 

Dalam kerangka teori ini membahas tentang teori-teori 
yang dibutuhkan untuk menganalisis hal-hal yang dibahas pada 
penelitian yaitu teori tentang: Bank Syariah Indonesia, Risiko, 
Pembiayaan, dan Pembiayaan Bermasalah (NPF). 

1. Bank Syariah 
a. Pengertian Perbankan Syariah 

Bank syariah merupakan sistem perbankan yang 
berasaskan syariah. Upaya landasan ini didasarkan pada 
larangan Islam menuntut atau meminjamkan bunga, atau 
yang disebut riba, dan larangan berinvestasi pada 
perusahaan yang tergolong al-mahdzur.  
       Bank syariah beroperasi tanpa bergantung pada bunga. 
Bank syariah disebut juga bank bebas bunga, yang 
merupakan lembaga keuangan yang menyelenggarakan dan 
menawarkan produk berdasarkan prinsip-prinsip Al-4XU¶DQ�
dan Al Hadit, yang dikemukakan oleh Muhammad.12 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah Bank 
Syariah yang  pertama yang didirikan di Indonesia sejak 
tahun 1992. Meskipun perkembangan perbankan syariah di 
Indonesia cukup lambat dibandingkann Negara Islam 
lainnya, namun bank syariah di Indonesia terus tumbuh di 
negara-negara yang terus berkembang, terdapat teknologi 
yang maju dan telah dikembangkan.  

 
 

 
12 Muhammad, Manajamen Bank Syariah, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP 

YKPN, 2005), hlm. 1. 
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b. Prinsip Syariah 
Secara umum prinsip syariah mengacu pada hukum 

Al-4XU¶DQ� GDQ� Al-Hadits. Namun bagi bank syariah 
tentunya semua bank syariah harus berlandasan pada 
prinsip syariah, dalam hal ini ruang lingkupnya adalah 
pada bidang muamalat, beberapa prinsip syariah yang 
umum adalah larangan riba/bunga, prinsip bagi hasil, 
prinsip kehati-hatian, dll. 

UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008,  
pengertian prinsip syariah adalah asas hukum Islam di 
bidang perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan 
oleh  lembaga yang berwenang mengeluarkan Fatwa Di 
bank syariah, kecuali  tentang bank syariah menurut  UU 
No. 21/2008,  prinsip syariah dijelaskan dalam peraturan 
Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR pada pasal 28 dan 29 
tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah.13 

c. Landasan Hukum 
1) Dalil Al-4XU¶an 

Tidak ada ketentuan khusus dalam Al-4XU¶DQ� WHQWDQJ�
pendirian bank syariah, sehingga penulis memaparkan 
landasan hukum dan asas gotong royong/kerjasama, serta 
ayat-ayat tentang riba dimana praktiknya sangat erat 
kaitan dengan bank syariah itu sendiri.  

2) Q.S al-Maidah [2] 
 
�˴Ϊ൜ԩ ٓϼ˴˴Ϙϟ˸΍�ϻ˴ϭ˴�ϱ˴˸ΪϬ˴ϟ˸΍�ϻ˴ϭ˴�ϡ˴΍ή˴Τ˴ϟ˸΍�ή˴Ϭ˸θ͉ϟ΍�ϻ˴ϭ˴��˶ ൖဃ�ή˴൜ԩΎٓ˴όη˴�΍Ϯ˸͊ϠΤ˵˶Η�ϻ˴�΍Ϯ˸˵Ϩϣ˴ Ի΍�Ϧ˴ϳ˸ά͉˶ϟ΍�ΎϬ˴͊ϳ˴ΎԸ Իϳ
�Ϣ˵˸ΘϠ˸˴ϠΣ˴ �΍˴Ϋ˶΍ϭ˴ ˴Ύ˱ϧ΍Ϯ˴ο˸έ˶ϭن� �Ϣ˸Ϭ˶˶˷Αέ͉ �Ϧ˸ ˷ϣ˶ �ϼ˱π˴˸ϓ �ϥ˴Ϯ˸˵ϐ˴ΘΒ˸˴ϳ �ϡ˴΍ή˴Τ˴ϟ˸΍ �Ζ˴ϴ˸˴Βϟ˸΍ �Ϧ˴ϴ˸ ˶ϣ˷

ٓԻ΍ �Ըϻ˴ϭ˴
��΍ ˵ϭ˵˸Ϊ˴Θό˴˸Η�ϥ˴˸΍�ϡ˶΍ή˴Τ˴ϟ˸΍�Ϊ˶Π˶δ˸Ϥ˴ϟ˸΍�Ϧ˶ϋ˴�Ϣ˵˸ϛϭ˸͊Ϊλ˴�ϥ˴˸΍�ϡ˳Ϯ˸˴ϗ�ϥه ԻΎ˴Ϩη˴�Ϣ˵˸Ϝ͉Ϩϣ˴ή˶Π˴˸ϳ�ϻ˴ϭ˴� ΍ϭ˵˸ΩΎτ˴λ˸Ύ˴ϓن
���˴ൖဃ�ϥ˶͉΍� ˴ن ൖဃ�΍Ϯ˵Ϙ͉Η΍ϭ˴� ϥ˶΍ϭ˴˸Ϊ˵όϟ˸΍ϭ˴�Ϣ˸˶Λم ˶ϻ˸΍�ϰ˴Ϡϋ˴�΍Ϯ˸˵ϧϭ˴Ύ˴ό˴Η�ϻ˴ϭ˴� ϯم ԻϮϘ͉˸Θϟ΍ϭ˴� ˶ή˷˶Βϟ˸΍�ϰ˴Ϡϋ˴�΍Ϯ˸˵ϧϭ˴Ύ˴ό˴Ηϭ˴
๩ٌ ��˶ΏΎ˴Ϙό˶ϟ˸΍�˵Ϊϳ˸Ϊ˶η˴   

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu melanggar V\L¶DU-syi¶DU� $OODK�� GDQ� MDQJDQ�
melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 
(menganggu) binatang-binatang had-ya, dan 

 
13 Gemala Dewi, Aspek-sApek Hukum Perbankan & Perasuransian Syariah di 

Indonesia, (P.T ePrdana Media Grup:  Jakarta, 2005), hlm. 73. 
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binatang binatang qalaaid, dan jangan pula 
menganggu orang-orang yang mengunjungi 
Baitullah sedang nereka mencari kurnia dan 
keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 
menunaikan haji dan kamu bisa berburu. Dan 
sekali-kali kamu tidak akan (tidak) membenci orang 
karena mereka menghargaimu dari Masjidil haram, 
untuk menghasut kamu (mereka) melakukan 
kejahatan. Dan tolong jaga dirimu dalam kebaikan  
dan ketakwaan, dan jangan saling membantu dalam 
perbuatan kejahatan. Sihingga takutlah pada Tuhan, 
sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.14 
 

3) Q.S An-Nisa [160-161] 

�˶ ൖဃ�Ϟ˶ϴِ˶Βγ˴�Ϧِϋ˴�Ϣِϫ˶ ˶˷Ϊμ˴˶Αϭ˴�ϢِϬ˵˴ϟ�Ζِ͉ϠΣ˵˶΍�Ζ˳ ԻΒ˶˷ϴρ˴�ϢِϬ˶ϴِ˴Ϡϋ˴�Ύ˴Ϩϣِή͉Σ˴�΍ϭ˵ِΩΎ˴ϫ�Ϧ˴ϳِά͉˶ϟ΍�Ϧ˴ ˶ϣ˷�Ϣ˳Ϡِ˵ψ˶Β˴ϓ
�΍ή˱ϴِ˶Μϛ˴˺˿˹��˶Ϟρ˶Ύ˴ΒϟِΎ˶Α�α˶Ύ͉Ϩϟ΍�ϝ˴΍Ϯ˴ϣ˴ِ΍�ϢِϬ˶˰Ϡ˶ϛ˴ِ΍ϭ˴�˵ϪϨِϋ˴�΍ϮِϬ˵˵ϧ�Ϊ˴ِϗϭ˴�΍Ϯو ԻΑ ˶ή˷ϟ΍�Ϣ˵ϫ˶ά˶Χ˴ِ΍ϭ͉�Գ��

�ΎϤ˱ϴِϟ˶�˴΍�Ύ˱Α΍˴άϋ˴�ϢِϬ˵Ϩِϣ˶�Ϧ˴ϳِή˶ϔ˶ ԻϜ˰Ϡِϟ˶�Ύ˰˴ϧΪ˴ِΘϋ˴ِ΍ϭ˴�˺˿˺�   
 

Artinya : Maka disebabkan kezaliman orang-orang 
Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) 
yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi 
mereka, dan karena mereka banyak menghalangi 
(manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka 
memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah 
dilarang dari padanya, dan karena mereka 
memakan harta benda orang dengan jalan yang 
bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang 
yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.15 
 

4) Hukum Positif  Indonesia 
Landasan hukum pertama pendirian bank syariah 

adalah  Undang-Undang Perbankan Syariah No. 7/1992 
yang mengatur tentang manfaat. Setelah itu muncullah 
UU No. 7/1992 tentang Perbankan. Dalam  Undang-

 
14 Departemen Agama RI, Al-QU¶DQ�GDQ�Terjemah ; QS Al-Maa-idah [2]. 
15 De partemen Agama RI, Al-4XU¶DQ�GDQ�Terjemah; QS An-Nissa [160-161]. 
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Undang perbankan saat ini, BI mengakui keberadaan bank 
konvensional dan sistem dual banking . 

d. Produk  Bank Syariah 
Dalam kegiatan operasionalnya perbankan syariah 

terbagi menjadi tiga devisi produk, yaitu:  
1) Produk keuangan meliputi: pembiayaan wadiah (giro 

wadiah dan tabungan wadiah), pembiayaan qardhi, 
pembiyaan mudharabah (tabungan mudharabah), simpanan 
umum/investasi, deposito/investasi (khusus terikat) dan 
pembiayaan sukuk al-mudharabah, dan pendanaan dengan 
prinsip tijarah (sukuk al-ijarah).  

2) Produk keuangan meliputi : pembiayaan berdasarkan 
prinsip penjualan (murabahah, VDODP� GDQ� LVWLVKQD¶), 
pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah 
dan musyarakah), dan pembiayaan berdasarkan  prinsip 
sewa (ijarah dan IMBT). 

3) Produk kebijakan perbankan termaksud kebijakan keuangan 
meliputi qardh (penggantian), hiwalah (tagihan piutang), 
wakalah (L/C, transfer, penagihan, pelunasan, RTGS dan 
sebagainya), Sharf (mata uang), Rahn (janji), ujr/wakalah 
(gaji), Kafalah (bank) penjaminan), kebijakan non finansial 
yaitu wadiah yadamanah/ujr (safe box), praktek keagenan 
yaitu mudharabah muqayadah (linked investor 
(channeling)), pelayanan sosial yaitu qardhul Hasan 
(pinjaman sosial).16 

e. Jenis Akad Perbankan Syariah 
OJK memaparkan ada sembilan perjanjian dalam 

perbankan syariah, antara lain: 
1) Wadiah merupakan perjanjian antar pihak untuk untuk 

menitipkan barang atau uang kepada pihak yang bertugas 
yang menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan uang 
tersebut.  

 
16 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2008), hlm. 112-129. 
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2) Mudharabah yaitu perjanjian kemitraan usaha antara 
antara pihak pertama (sahibul mal) yang menyediakan 
seluru modal dan pihak kedua (mudharib) yang bertindak 
sebagai pihak yang menjadi pengelola atau pengusaha 
dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian 
kontrak, sedangkan sahibul mal bertanggung jawab atas 
kerugian, kecuali pihak lain melakukan kesalahan yang 
disengaja, lalai atau melanggar kontrak. 

3) Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak 
atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-
masing pihak memberikan bagian dananya. 

4) Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan 
cara menegaskan harga yang lebih tinggi sebagai 
keuntungan yang disepakati 

5) Salam adalah akad untuk membiayai pemesanan barang 
dan pembayaran harganya terlebih dahulu berdasarkan 
syarat-syarat tertentu yang disepakati. 

6) Istisna' adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk 
pesanan pembuatan barang tertentu menurut kesepakatan 
antara pemesan atau pembeli (mustashni) dan penjual atau 
produsen (shan). 

7) Ijarah adalah akad pengalihan hak untuk menggunakan 
atau memanfaatkan suatu benda atau jasa berdasarkan 
sewa, tanpa selanjutnya terjadi peralihan kepemilikan atas 
benda itu sendiri. 

8) Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik adalah akad pengalihan 
dana untuk pengalihan hak atau manfaat penggunaan 
barang atau jasa berdasarkan sewa dengan kemungkinan 
perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. 

9) Qardh adalah akad pinjam meminjam uang yang dilakukan 
dengan nasabah dengan syarat nasabah harus 
mengembalikan uang yang diterimanya pada waktu yang 
telah disepakati. 
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2. Analisis Risiko 
a. Pengertian Analisis Risiko 

Analisis risiko merupakan proses pengembangan 
pemahaman tentang risiko. Analisis risiko berkontribusi 
pada tahapan penilaian risiko dan agar penentuan risiko 
dapat dikelola  perlu dilakukan pemilihan strategi dengan 
cara pengendalian yang tepat. Proses manajemen analisis 
risiko merupakan tahapan penilaian risiko dan  yang 
teridentifikasi dalam proses identifikasi resiko. Beberapa 
penyebab analisis risiko meliputi; sumber risiko, dampak 
positif atau negatif risiko, serta kemungkinan terjadinya 
risiko, sehingga penyebab risiko  tersebut harus 
diidentifikasi. 

Efektivitas dan efisiensi risiko yang diterapkan 
sebelumnya perlu diperhatikan17. Kemungkinan hubungan 
antara risiko yang teridentifikasi juga harus 
dipertimbangkan. Risiko finansial  merupakan risiko 
terpenting dalam dunia perbankan. Sebab, apabila bank 
tidak mampu mengelola risiko ini maka menimbulkan 
risiko likuiditas, bunga, diskonto, dan lain-lain. Tingkat 
risiko kredit bank berpengaruh negatif terhadap kualitas 
aset yang diinvestasikan.  

Risiko keuangan terjadi apabila bank tidak dapat 
memperoleh kembali pinjamannya atau pembayaran modal 
dan/atau bagi hasil atas pinjaman yang diberikan. Tahapan 
analisis risiko meliputi:  

1) Mengidentifikasi kemampuan nasabah baik dari faktor 
eksternal maupun internal; 

2) Menentukan hubungan penyebab dari kemungkinan, 
ukuran dan potensi dampak suatu peristiwa;  

3) Memperkirakan dampak yang berbeda dengan asumsi 
dan probabilitas yang berbeda;  

 
17  Teknik dan Metode Identifikasi dan Analisis Risiko, Jasa Marga (Indonesia 

Highway Crop 2018) , hlm 5. 
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4) Menerapkan teknik kualitatif dan kuantitatif dalam 
reduksi yang tidak pasti mengenai pengaruh pembiayaan 
dan  kerugian. 

b. Jenis-Jenis Risiko Perbankan Syariah 
1) Risiko kredit adalah risiko yang timbul dari pihak 

nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Pada bank 
syariah, risiko keuangan merupakan risiko produk dan 
risiko yang berkaitan dengan pembiayaan. 

2) Risiko pasar, yaitu risiko kerugian portofolio bank akibat 
variabel pasar (Adverse movement) berupa nilai tukar 
dan suku bunga. 

3) Risiko likuiditas, yaitu risiko tersebut salah satunya 
timbul dari ketidakmampuan bank dalam memenuhi 
kewajibannya secara tepat waktu. 

4) Risiko operasional, yaitu risiko yang antara lain 
disebabkan oleh proses internal yang tidak memadai atau 
tidak berfungsinya, kesalahan sistem atau yang 
mempengaruhi operasional bank.  

5) Risiko hukum, adalah risiko yang timbul karena 
kekurangan aspek hukum seperti; peraturan UU yang 
melemahkan kontrak ketidakpatuhan terhadap keaslian 
kontrak atau syarat-syarat yang mengikat dari jaminan 
tersebut tidak sempurna. 

6) Risiko reputasi, yaitu risiko yang diakibatkan misalnya, 
publikasi negatif terkait aktivitas bank atau citra negatif 
bank.  

7) Risiko strategis, yaitu risiko yang disebabkan oleh 
adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang 
tidak tepat, atau fakta bahwa tidak  
mengikuti/menerapkan perubahan peraturan perundang-
undangan lainnya yang berlaku. 

8) Risiko kinerja, yaitu merupakan risiko yang diakibatkan 
oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan internal dan 
eksternal yang berlaku. 

9) Risiko imbal hasil, yaitu risiko yang diakibatkan oleh 
perubahan level pendapatan yang dibayarkan terhadap 
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nasabah, yang disebabkan oleh perubahan level kinerja 
dana yang disalurkan oleh bank, yang dapat 
mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank 
tersebut. 

10) Risiko investasi, yaitu risiko yang diakibatkan oleh bank 
yang  menimbulkan kerugian komersial, yang dibiayai 
melalui pembiayaan dengan penyertaan keuntungan bagi 
hasil.18 

c. Manajemen Risiko Keuangan 
Manajemen adalah suatu proses perencanaan, 

pengorganisasian, dan pengarahan kerja dalam mencapai 
tujuan yang telah ditentukan. Tujuan manajemen 
merupakan proses  mencapai tujuan yang telah ditentukan 
secara efektif dan efisien.  Manajemen risiko adalah suatu 
proses yang mencakup mengidentifikasi, mengukur, 
memantau dan mengatur secara efektif dan efisien hasil 
atau hasil yang dapat dicapai di masa depan.  

Tujuan manajemen risiko keuangan adalah 
memantau, mengidentifikasi, mengukur dan mengelola 
secara tepat sasaran,  komprehensif dan berkelanjutan. 
Selain itu, dapat meningkatkan pendapatan dan 
mengurangi risiko pembiayaan melalui pengelolaan 
portofolio keuangan serta kebijakan, sistem dan prosedur 
pendapatan yang baik. Periksa untung besar terorganisir 
secara efektif. Pada bank syariah, manajemen risiko 
berkaitan erat dengan  risiko spesifik klien serta risiko 
proyek. Risiko karakter mengacu pada masalah yang 
berkaitan dengan karakter pelanggan, sedangkan risiko 
proyek selalu berkaitan dengan risiko pembiayaan proyek, 
alokasikan modal dan batasi risiko.19  

 
18 0��,TEDO�)DVD��³0DQDMHPHQ�5LVLNR�3HUEDQNDQ�6\DULDK�GL�,QGRQHVLD´��Li Falah: 

Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 40-41. 
19 0XKDPPDG�6\DIL¶,�$QWRQLR��Dasar-Dasar Bank Syariah, (Tangerang: Pustaka 

Alvabet, 2009), hlm. 107. 
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Adapun langkah-langkah terhadap proses 
manajemen risiko adalah sebagai berikut:20 
1) Identifikasi 

Pada tahap ini dianalisis seluruh jenis dan 
karakteristik risiko yang ada pada bisnis masing-
masing bank. Hal-hal yang telah dilakukan misalnya.21 
a) Memperoleh seluruh informasi risiko dari semua 

sumber yang mencakup seluruh fungsi operasional 
dan operasional bank. 

b) Menganalisis terjadinya risiko. 
c) Lakukan analisa secara proaktif  tanpa menunggu 

munculnya risiko yang berlebihan. 
2) Pengukuran 

Mengukur risiko mencakup memperkirakan potensi 
risiko yang terkait dengan aktivitas dan produk bank, 
serta mengevaluasi efektivitas strategi manajemen 
risiko. Selain itu, pengukuran juga diperlukan untuk 
menilai dampak finansial dari realisasi risiko terhadap 
bisnis bank, baik pada tingkat individu maupun 
portofolio. Hal ini memberikan dasar untuk 
perbandingan dan pemahaman kerugian yang terjadi. 
Risiko dapat diukur melalui berbagai metode:  
a) Menilai secara teratur kecukupan asumsi, sumber 

data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur 
risiko. 

b) Meningkatkan sistem pengukuran risiko jika terjadi 
perubahan signifikasi pada aktivitas bisnis, produk, 
transaksi dan faktor risiko. 

3) Pematauan 
Peninjauan risiko adalah cara yang ditargetkan 

dalam mendapatkan informasi terbaru mengenai profil 
risiko bisnis. Selama peninjauan, pengukuran risiko 
yang termaksud dalam kegiatan usaha bank dan 

 
20 Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2015), hlm. 32-34. 
21 Ferry N.Idroes, Manajemen Risiko Perbankan. hlm. 7. 
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aktivitas proses manajemen risiko dievaluasi. Bank 
harus menetapkan sistem dan prosedur yang efektif 
untuk menghindari gangguan terhadap kegiatan 
pemantauan risiko. Hasil pemantauan ini dapat 
dimanfaatkan untuk menyempurnakan proses 
manajemen risiko yang sudah ada. 

4) Pengendalian Risiko 
Tinjauan ini didasarkan pada penilaian terhadap 

ukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan 
operasional perbankan. Penting untuk 
mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dan 
biaya yang dikeluarkan ketika menerapkan strategi 
manajemen risiko. Manajemen risiko digunakan untuk 
memitigasi potensi risiko yang dapat membahayakan 
operasional lembaga perbankan.22 
Oleh karena itu, sangat penting dilakukan tahapan 

proses manajemen risiko untuk menilai risiko yang timbul 
dari aktivitas dan produk bank dari profit risiko 
perusahaan, serta mengevaluasi pengukuran risiko yang 
terdapat pada kegiatan usaha, seluruh produk dan aktifitas 
bank. 

3. Pembiayaan 
a. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan secara garis besar berarti pembiayaan atau 
pembelanjaan, yaitu pembiayaan yang diberikan baik oleh 
dirinya sendiri atau oleh orang lain untuk mendukung 
investasi yang direncanakan. Dalam arti sempit, pembiyaan 
adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga 
keuangan.23 

Pembiayaan, juga dikenal sebagai pendanaan, 
digunakan untuk memfasilitasi investasi yang 
direncanakan. Pembiayaan melibatkan membangun 
kepercayaan antara bank atau lembaga keuangan syariah 

 
22 Adiwarman A.Karim. Bank Islam Analisis, hlm.260. 
23  Andrianto dan Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah, (Surabaya: 

Pustaka Qiara Media, 2019), hlm 305. 
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dan seseorang atau perusahaan. Kepercayaan ini 
didasarkan pada keyakinan bahwa dana akan dikelola 
secara bertanggung jawab dan sesuai dengan syarat dan 
ketentuan yang disepakati yang menguntungkan kedua 
belah pihak.24 

b. Tujuan  Pembiayaan 
Tujuannya berbeda dengan pelaksanaan pendanaan 

berdasarkan prinsip syariah, tidak hanya untuk mencari 
keuntungan dan merevitalisasi perbankan di Indonesia 
dengan memberikan solusi kepada masyarakat, antara lain:  
1) Memberikan pembiayaan melalui penerapan sistem bagi 

hasil yang dirancang untuk meringankan beban 
keuangan nasabah. 

2)  Membantu masyarakat miskin yang tidak terkena 
dampak dari bank  konvensional karena tidak dapat 
memenuhi persyaratan bank konvensional. 

3) Membantu masyarakat lemah finansial yang selalu 
dipermainkan oleh rentenir dengan membantu 
membiayai usahanya. 

c. Prinsip Pembiayaan 
Prinsip-prinsip analisis pembiayaan bank adalah sebagai 

berikut.  
1) Prinsip 5 C 

a) Character, merupakan gambaran sifat dan 
kepribadian calon debitur. Bank harus melakukan 
analisis karakter terhadap calon debitur yang 
tujuannya untuk mengetahui apakah calon debitur 
mempunyai kemauan untuk melunasi utangnya 
terhadap kewajibannya membayar pinjaman secara 
penuh. 

b) Capacity, yaitu kemampuan calon debitur dalam 
menyelenggarakan bisnisnya untuk mendapatkan 
keuntungan sesuai yang diharapkan. Tujuan dari 

 
24 Kamir, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Pekanbaru: Pustaka Kompas, 

2018), hlm. 1 
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evaluasi adalah supaya bisa mengukur kemampuan 
calon nasabah dalam membayar kredit dengan tepat 
waktu atau membayar hasil bisnis yang 
didapatkannya.25 

c) Capital, yang dimasukkan dalam kredit memerlukan 
analisa yang lebih mendalam. Modal adalah besarnya 
jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur. 
Semakin besar modal yang di miliki calon debitur, 
maka semakin yakin  bank terhadap keseriusan calon 
pinjaman.  

d) Collateral, adalah agunan yang ditawarkan oleh  
calon nasabah. Jaminan adalah  sumber pembayaran 
lain, yaitu jika debitur tidak mampu membayar biaya 
dan menghadapi kredit macet, maka bank dapat  
menarik jaminan tersebut.  

e) Condition, keuangan merupakan analisis keadaan  
ekonomi. Bank hendaknya mepertimbangkan bidang 
kegiatan  calon debitur dalam kaitkannya beserta 
kondisi keuangannya, apakah kondisis tersebut akan 
mempengaruhi bisnis calon nasabah di kemudian 
hari.26 

2) Prinsip 5 P 
a) Party (kelompok) 

Tujuan perbankan adalah untuk menyelidiki beberapa 
kelompok, yang terdiri dari kelompok-kelompok dan 
ditinjau dari sifat, kapasitas dan permodalan. 

b) Purpose (tujuan) 
Tujuannya lebih berfokus pada tujuan penggunaan 
pembiayaan yang ditawarkan oleh calon nasabah.  

c) Payment (pengembalian dana) 
Sebelum memutuskan permohonan kredit nasabah, 
bank harus menghitung ulang kesiapan calon nasabah 
dengan menilai penghasilan dan pengeluaran. 

 
25  Veithzal Rivai, Comercial Bank Management (Manajemen Perbankan dari 

Teori ke Praktik), (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 218. 
26 Ismail, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112-114. 
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d) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 
memperoleh laba pada calon nasabah, dan dengan 
keuntungan calon debitur terhadap pinjaman bank. 

e) Proteksi (perlindungan) 
Proteksi yaitu upaya melindungi bank terhadap calon 
debitur yang tidak  memenuhi kewajibannya.27 

3) Prinsip 3 R 
a) Returns (hasil yang dicapai) 

Kinerja merupakan hasil bisnis calon debitur. 
b) Repayment (pembayaran kembali) 

Pelunasan mengacu pada kemampuan pembayaran 
calo nasabah dalam melunasi kredit yang diterimanya. 

c) Risk Bearing Ability (kemampuan untuk menanggung 
risiko) 
Toleransi risiko merupakan kemampuan calon debitur 
dalam  menanggung risiko kegagalan usahan. 

4. Pembiayaan Bermasalah (NPF) 
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan merupakan salah satu sektor 
perekonomian terpenting suatu bank syariah, karena 
kegiatan tersebut merupakan sumber pendapatan utama. 
Jika pembiayaan lebih besar dibandingkan simpanan 
masyarakat umum atau simpanan pada bank, maka risiko 
yang ditanggung oleh bank itu sendiri juga lebih besar. 
Salah satunya adalah risiko pembiayaan bermasalah atau 
yang disebut dengan Non-Performing Financing (NPF) 
pada bank syariah dan Non-Performing Loan (NPL) 
sebutan dari pembiayaan bermasalah pada konvensional, 
yang merupakan salah satu indikator penting dalam 
menilai kinerja suatu bank, karena NPF semakin tinggi 
NFP pada suatu bank maka bank tersebut tidak sehat atau 
menujukkan ketidakmampuan suatu bank dalam mengelola 

 
27 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 138-139. 
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operasional perbankannya, yang tentunya berdampak pada 
keuntungan bank tersebut.28 

Pembiayaan yang belum sampai atau belum 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh bank. 
Pengeluaran pembiayaan ini berguna untuk produktivitas 
(efisiensi), yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan 
pendapatan yang berkurang atau mungkin sudah tidak ada 
lagi.  

Padahal, dari sudut pandang bank tersebut tentu akan 
mengurangi pendapatannya sehingga akan menambah 
biaya cadangan yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan 
Aktiva Produktif). Pada saat yang sama, dari sudut 
pandangan nasional hal ini dapat mengurangi kontribusi 
terhadap perkembangan dan pertumbuhan negara. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa distressed financing 
adalah kegagalan yang kurang lancar atau tidak pasti. 
Beberapa definisi distressed financing antara lain;  

1) Pembiayaan dalam tujuan pelaksanaannya tidak 
tercapai. 

2) Pembiayaan yang memungkinkan timbulnya risiko di 
kemudian hari bagi bank dalam arti yang lebih luas. 

3) Adanya kesulitan dalam memenuhi kewajibannya 
sebagai nasabah baik dalam pelunasan maupun 
pembiayaan bagi hasil yang menjadi beban nasabah 
pembiayaan. 

4) Pembiayaan yang dimana pembayarannya berisiko,  
terutama jika sumber pelunasan pembayaran tersebut 
dianggap belum cukup sehingga tidak mencapai target 
tujuan yang diinginkan bank. 

5) Pembayaran dimana terdapat pelanggaran kontrak. 
Kegagalan untuk mengembalikan sesuai kesepakatan 
awal, sehingga mengakibatkan penundaan atau potensi 
kerusakan pada bisnis nasabah.  Oleh karena itu, tidak 

 
28  0� )DX]DQ�� ³3HQJDZDVDQ� 2WRULWDV� -DVD� .HXDQJDQ� GDODP� 0HQJXUDQJL� 1RQ�

Performing )LQDQFLQJ� %DQN� 6\ULDK� GL� ,QGRQHLVD´� Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal 
Ekonomi dan Perbankan Syariah, IAIN Padangsidimpuan, Vol. 6, Nomor 1, 2021, hlm. 6. 
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menutup kemungkinan di kemudian hari akan timbul 
risiko bagi perbankan. 

6) Adanya kesulitan dalam memenuhi kewajiban kepada 
bank dan membayar biaya bank sehingga menjadi 
beban bagi nasabah pembiayaan. 

7)  Pembayaran biaya khusus tingkat yang lebih rendah, 
ketidakpastian dan kebuntuan, seperti halnya kelompok 
saat ini yang mungkin tertinggal.29 
Pengendalian keuangan berkaitan dengan kinerja bank, 

sehingga jika tingkat NPF semakin rendah maka 
pembiayaan yang diberikan bank akan semakin tinggi dan 
sebaliknya jika kebijakan kredit atau analisis keuangan 
semakin ketat yang dilakukan pihak bank (semakin tinggi 
tingkat NPF, maka permintaan masyarakat akan terhadap 
pendanaan semakin menurun).30 

Menurut peraturan BI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 
12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan 
bank umum, semakin tinggi nilai NPF (diatas 5 %) maka 
bank tersebut tidak sehat. NPF yang tinggi menyebabkan 
kurangnya laba yang akan diterima oleh bank.31 

 

NPF=௉௘௠௕௜௔௬௔௔௡�஻௘௥௠௔௦௔௟௔௛�
்௢௧௔௟�

×100% 
 
Kriteria kesehatan yang ditetapkan Bank Indonesia 

bagi bank syariah yaitu sebagai berikut:  
Rasio Tingkatan Penilaian 

NPF < 2% 1 Sangat sehat 
�����13)���

5% 2 Sehat 

 
29 Suci Kartika, op.cit., hlm. 49-50. 
30 Risky Anggriani Julia, "Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, 

dan Dana Pihak Ketif (DPK) TerhadapTingkat Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank 
Syariah Mandiri", (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2017), hlm. 42. 

31 ,QWDQQHV�3XWUL�%DVVH�� ³$QDOLVLV�3HQJDUXK�.XDOLWDV�$VVHW��/LNXLGLWDV��(IHVLHQVL�
Usaha dan Profitabilitas terhadap Rasio Kecukupan Modal pada Bank Umum Syariah 
Periode 2012-����´��Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: FEB, UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta, Vol. 2, Nomor 2, 2017, hlm. 114 
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�����13)���
8% 3 Cukup sehat 

�����13)���
12% 4 Kurang sehat 

13)������ 5 Tidak sehat 
Sumber : SE Bank Indonesia Nomor. 24/09/2007 

Berikut kategori kualitas pembiayaan yang ditetapkan 
Bank Syariah Indonesia:32 
a) Lancar  

Apabila pembayaran angsuran Pembiayaan dan margin 
dilakukan tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai 
dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan 
keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi 
perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat. 

b) Dalam Perhatian Khusus 
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran 

pokok dan atau margin pembiayaan sampai dengan 90 
hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan 
keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi 
perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat. 

c) Kurang Lancar 
Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran 

pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari 
sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak 
secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian 
piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. 
Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok 
perjanjian piutang, dan berupaya melakukan 
perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan 
keuangan. 

d) Diragukan 
Terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau 

margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 
hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan 
atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian 

 
32 Trisadini Usanti, Abd. Shomad, 2015, hlm. 105. 



27 
 

piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah 
serta terjadi pelanggaran. 

e) Macet 
Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok 

dan atau margin yang telah melewati 270 hari.33 
Berikut ini pengelompokan Kolektibilitas Pembiayaan 

Bermasalah untuk menentukan kualitas pembiayaan:34  
Tabel 1.3 Tabel Kolektibilitas 

Lama 
Tunggakan/Hari 

Kolektibilitas Keterangan 

0 Hari 1 Lancar  
1-90 Hari  2 Dalam Perhatian 

Khusus 
91-120 Hari 3 Kurang Lancar 
121-180 Hari 4 Diragukan 

>180 5 Macet 
 

Bila dilihat dari kolektibilitasnya, NPF adalah 
pembiayaan-pembiayaan yang telah mulai tidak dapat 
memenuhi kewajibannya kepada Bank sesuai 
kesepakatan yang telah disetujui semula dengan kategori 
kolektibilitas (kol) Kurang Lancar (KL, kol 3), Diragukan 
(D, kol 4), atau macet (M, kol 5). 

NPF memiliki dampak yang signifikan terhadap 
pemeriksaan di masa depan yang dibuat oleh perbankan. 
NPF yang semakin meningkat akan berpotensi menguras 
permodalan bank khususnya dalam kaitannya dengan 
ekspansi usaha. Sejumlah variabel, baik internal maupun 
eksternal mempengaruhi perkembangan NPF di sektor 
perbankan syariah. 

Salah satu faktor penting adalah pembentukan 
mekanisme pengelolaan perusahaan, yang melibatkan 

 
33 Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, 2010, hlm. 748. 
34 Nurnasrina, P Adiyes Putra, 2018, hlm. 169. 
 



28 
 

hubungan yang jelas antara pengambil keputusan dan 
badan yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan. 
Di sisi lain, faktor eksternal biasanya dipengaruhi oleh 
indikator ekonomi. Ini adalah faktor internal dan eksternal 
yang berbeda dipertimbangkan untuk melihat penyebab dan 
upaya mengatasi pembiayaan tidak efektif (NPF) pada 
Bank Syariah Indonesia khususnya pada PT. Bank Syariah 
Indonesia Tbk KCP. Sape.35 

b. Penyebab Non Performing Financing  
Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh satu 

atau lebih faktor yang perlu diidentifikasi secara dini oleh 
investor akibat adanya kelemahan di dalam diri nasabah, di 
luar nasabah dan pihak bank, yaitu:36 

1) Sisi Klien Internal 
a) Faktor Ekonomi 

(1) Utang telah meningkatkan secara dramatis. 
(2) Ketika aset meningkat, liabilitas meningkatkan 

secara tidak proporsional. 
(3) Hasil bersihnya menurun. 
(4) Penjualan menurun, beban umum dan 

administrasi meningkat. 
(5) Perubahan kebijakan dan ketentuan penjualan  

penjualan pembiayaan. 
(6) Rata-rata usia pelanggan bertambah sehingga 

siklus periklanan meningkat dan kerugian kredit 
meningkat. 

(7) Tingkat perputaran persediaan meningkat. 
(8) Pengumpulan saldo pelanggan secara rutin 

tertunda.  
(9) Tagihan terkonsentrasi pada pihak tertentu. 

 

 
35 ,QGUDMD\D�� ³'HWHUPLQDQ�1RQ-Performing Financing pada Bank Umum Syariah 

di ,QGRQHVLD´� Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: UI, Vol. 5, Nomor 1,  Januari-Juni 2019, 
hlm. 4. 

36  Reza Yudistira, ³Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank 
Syariah 0DQGLUL´��(Skripsi  FEBI UIN Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 25-27. 
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b) Faktor Operasional 
(1) Hubungan nasabah dengan mitra bisnisnya makin 

turun. 
(2) Keterlambatan pasokan bahan baku/bahan 

penolong. 
(3) Hilangnya satu atau lebih pelanggan utama 
(4) Pengembangan sumber daya manusia kurang 

baik 
(5) Keterlambatan penggantian mesin dan peralatan 

yang tertinggal. 
(6) Sistem operasional tidak efisien. 
(7) Distribusi pemasaran terhenti. 
(8) Kegiatan perusahaan mencemari lingkungan. 

2) Sisi Eksternal Nasabah 
a) Perubahan kebijakan pemerintah di sektor riil 
b) Ketentuan yang bersifat membatasi dan berdampak 

signifikan terhadap situasi keuangan dan operasional 
serta manajemen nasabah. 

c) Kenaikan harga faktor produksi yang kuat. 
d) Perubahan teknologi yang sangat kuat dalam 

industry dimana nasabah terlibat.  
e) Meningkatnya bunga pinjaman. 
f) Resesi, devaluasi, inflasi, dan kebijakan moneter 

lainnya. 
g) Meningkatnya persaingan dalam industri. 
h) Bencana alam. 
i) Masyarakat sekitar perusahaan protes. 

3) Sisi Bank 
a) Perencanaan keuangan aset tetap/modal kerja yang 

buruk.  
b) Ada perubahan sementara dalam permintaan 

keuangan. 
c) Penerbitan cek kosong. 
d) Kegagalan untuk memenuhi ketentuan perjanjian 

pembiayaan keuangan. 
e) Adanya kelebihan atau kekurangan pendanaan. 
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f) Pengolahan data. 
g) Kelebihan nilai agunan atau penilaian agunan terlalu 

tinggi. 
h) Pembiayaan topengan, tampilan atau fiktif. 
i) Kelemahan analisis petugas pembiayaan sejak awal 

proses alokasi keuangan. 
j) Kelemahan dalam pembinaan dan pengawasan 

pembiayaan. 

Untuk menentukan langkah-langkah yang 
diperlukann untuk mengatasi suatu permasalahan kredit, 
perlu diketahui penyebab terjadinya kredit macet. Jika 
kemacetan tersebut diakibatkan karena faktor eksternal 
seperti bencana alam, maka bank tidak perlu meminta 
penyelidikan lebih lanjut. Tetapi, hal yang dilakukan adalah 
bagaimana nasabah mendapatkan ganti rugi dari 
perusahaan asuransi, faktor internal harus diperiksa.  

5. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah 
a. Landasan Syariah 

Al-QXU¶DQ�VXUDK�DO-Baqarah [280] 
 

���ϥϮ˸Ϥ˵˴Ϡό˴˸Η �Ϣ˵˸ΘϨ˸˵ϛ �ϥ˶˸΍ �Ϣ˵˸Ϝ͉ϟ �ή˲ϴ˸Χ˴ �΍Ϯ˸˵ϗ͉Ϊμ˴˴Η �ϥ˴˸΍ϭ˴ � ˴Γή˴δ˴ϴ˸ϣ˳ن �ϰ Իϟ˶΍ �˲Γή˴ψ˶˴Ϩ˴ϓ �˳Γή˴δ˸˵ϋ �ϭ˵˸Ϋ �ϥ˴Ύϛ˴ �ϥ˶˸΍ϭ˴
ٌ˴˻  

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam 
kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia 
berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahui.  (Al-Baqarah 2:280).37 

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
No:17/DSN/MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah 
mampu yang menunda pembiayaan. 

 
37 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, Surabaya: 

Karya Agung, 2006,  hlm. 59. 
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Fatwa MUI tersebut mengatur sanksi terhadap nasabah 
yang mampu tetapi terlambat membayar, maka sanksi yang 
dimaksud adalah sebagai berikut: 
1) Sanksi yang dimaksud dalam fatwa ini adalah sanksi 

yang dikenakan oleh LKS bagi nasabah mampu 
membayar, namun dengan sengaja menunda  
pembayarannya. 

2) Nasabah yang tidak dapat membayar karena bencana 
yang tidak terduga, maka tidak dapat dikenakan denda. 

3) Diberikan sanksi kepada nasabah yang tidak membayar 
karena faktor kesengajaan.  

4) Sanksi berlandasan pada asas WD¶]LU�dengan tujuan agar 
nasabah lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. 

5) Sanksi dapat berupa denda uang yang besarnya 
ditentukan berdasarkan kontrak dan dilakukan pada saat 
penandatanganan kontrak. 

6) Dana yang diterima dari denda tergolong dana sosial. 

Jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya atau 
terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, setalah 
perundingan gagal mencapai kesepakatan, maka 
penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase. 

Sebelum menerapkan keuangan bermasalah, terlebih 
dahulu harus mengembangkan keuangan bermasalah, 
menyimpan keuangan bermasalah dan terakhir 
menyelesaikan keuangan bermasalah. Pelatihan 
pembiayaan bermasalah adalah upaya awal debitur untuk 
menjaga dan mengamankan kepentingan bank dalam 
pengaturan keuangan yang dilaksanakan dan untuk 
mencapai hasil yang lebih baik yang diharapkan pada 
rencana awal dalam pembiayaan.  

Langkah-langkah berikut dapat dilakukan pada tahap 
pengembangan distressed financing, antara lain: 
1. Membantu debitur yang bermasalah. Dengan bantuan 

ukuran ini dapat ditentukan apakah permasalahan 
keuangan yang timbul hanya disebabkan oleh bisnis 
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(risiko bisnis) ataukah karena penipuan terkait dengan 
perjanjian keuangan yang diperoleh debitur.  

2. Kegiatan pelatihan juga mencakup kegiatan penagihan 
hutang secara intensif kepada debitur bermasalah.38 
Tujuan pembangunan keuangan adalah mengelola 

pembiayaan bermasalah sedemikian rupa sehingga tercapai 
hasil yang memuaskan sesui dengan tujuan keuangan. 
Sehingga dapat meningkatkan bisnis atau meningkatkan 
usaha keanggotaannya. Pembinaan kredit atau keuangan 
merupakan kegiatan bimbingan yang berkesinambungan 
(mulai dari pencairan dana hingga pencairan dana secara 
penuh, termasuk penyelesaian masalah) dan dilakukan oleh 
petugas kredit atau keuangan yang mempunyai hak 
administratif (eksternal) atau langsung (on-site).39 

Sampai saat itu, peran pengawas keuangan adalah 
memantau penggunaan dana, dan pemeriksaan yang 
dilakukan dengan dua cara yaitu pemeriksaan preventif dan 
pengendalian supresif. Pemeriksaan preventif bertujuan 
agar mencegah potensi permasalahan keuangan dengan 
menerapkan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan 
proses keuangan, mulai dari pengajuan atau penetapan 
pendanaan hingga pencairannya. Sedangan pengawasan 
supresif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang 
timbul dari pendanaan, yang dilakukan dengan cara 
restructurisasi. 

Berikutnya adalah penyelamatan pembiayaan dari 
masyarakat miskin. Penyelamatan keuangan (financial 
restucturing) merupakan istilah teknis yang sering 
digunakan dikalangan perbankan untuk upaya dan tindakan 
bank dalam menangani pembiayaan bermasalah.  

 
38 Lailani Qodar, ³Pembiayaan Bermasalah (Non Perfoming Financing) PT Bank 

Mandiri 6\DULDK´, (Skripsi FEBI UIN Hidayatullah Jakarta, 2016), hlm. 63-67. 
39 Suhardjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, (Yogyakarta: 

UPP AMP YKPN, 2003), hlm. 246. 
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Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya bank 
untuk membantu nasabah memenuhi kewajibannya antara 
lain dengan cara: 40 
1. Reschedulling (perencanaan ulang) 

Reschedulling berarti menggubah jadwal pembayaran 
atau waktu kewajiban nasabah. 

2. Reconditioning (pembaruan) 
Reconditioning berarti penyelamatan pembiayaan 
bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian 
perjanjian antara bank dengan nasabah tanpa menambah 
kewajiban nasabah terhadap sisa modal bank, antara lain: 
a. Perubahan jadwal pembayaran, 
b. Menetapkan besarnya angsuran, 
c. Perubahan periode, 
d. Perubahan proporsi pembiayaan mudharabah atau 

musyarakah, 
e. Perubahan perkiraan pembagian keuntungan terhadap 

pembiayaan dan, 
f. Mumbuat diskon. 

3. Restructuring (penataan kembali) 
Restructuring adalah perubahan kebutuhan keuangan 
yang mencakup misalnya: 
a. Prosedur tambahan pembiayaan bagi perbankan, 
b. Konversi perjanjian pembiayaan, 
c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah 

jangka menengah, 
d. Konversi pendanaan menjadi investasi sementara 

pada perusahaan nasabah. 
Penyelamatan dari pembiayaan bermasalah ialah 

dengan melakukan restrukturisasi perbankan dan 
mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, 
sehingga pembiayaan jangka panjang (kurang lancar dan 
tidak terorganisir) dilaksanakan sedikit demi sedikit 

 
40 Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 Pasal 1 Ayat 7. 
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menjadi golongan lancar kembali. Masalah proses 
pendanaan dapat diterapan menurut kelompoknya, yaitu: 
1. Pembiayaan lancar, berlaku:  

a. Pemantauan kegiatan bisnis klien 
b. Pengembangan  nasabah melalui pelatihan-pelatihan 

2. Pendanaan yang berpotensi bermasalah ditangani oleh:  
a. Pengembangan nasabah 
b. Memberikan surat peringatan 
c.  Kunjungan pelanggan atau kunjungan nasabah 
d. Tindakan preventif dengan melaksanakan reformasi 

struktural, yaitu. memperpendek pembayaran dan 
mengurangi pembayaran. Supaya dilakukan 
restrukturisasi, dengan mengurangi keuntungan atau 
membagi keuntungan. 

3. Pendanaan subtingkat yang dapat dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
a. Membuat surat pemberitahuan atau peringatan 
b. Melakukan observasi langsung ke lapangan oleh 

bagian keuangan atau kunjungan silatuhrahmi ke 
pelanggan yang lebih bersungguh-sungguh. 

c. Tindakan pemulihan melalui restrukturisasi yaitu, 
memperpendek jangka waktu pembayaran dan 
mengurangi jumlah ansuran serta pembayaran. Hal 
ini juga dapat dilakukan melalui renovasi, yaitu. 
mengurangi keuntungan atau membagi keuntungan. 

4.  Pembiayaan yang tidak pasti/tidak produktif dapat 
dilakukan: 
a. Ubah jadwal, mengatur kembali jangka waktu 

pelunasan dan mengurangi pembiayaan. 
b. Restrukturisasi, merupakan pengurangan margin atau 

bagi hasil. 
c. Transfer atau refinancing dalam bentuk pembiayaan 

qardh alhasan.  
Selain ketentuan di atas, terdapat beberapa ketentuan 

lain yang menjelaskan tahapan pengaturan keuangan 
syariah atau pembiayaan bermasalah yang dimaksud dalam 
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berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Pengurangan biaya atau bagi hasil.  
2. Mengurangi penundaan komisi atau pembagian 

keuntungan. 
3. Mengurangi penundaan perekonomian utama. 
4. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan. 
5. Obsi pembiayaan tambahan.  
6. Pengambilan alihan harta debitur sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
7. Konversi pembiayaan menjadi investasi  pada 

perusahaan debitur. 
Tahapan pelaksanaan ini dapat dilakukan dengan cara 

bersamaan (gabungan), contohnya mengurangi besarnya 
kewajiban  sekaligus memperpendek jangka waktu pelunasan, 
mengubah syarat-syarat kontrak, dan lain-lain. Namun koalisi 
tidak diperlukan apabila hal restrukturisasi dilakukan dengan 
mengkonversi pinjaman menjadi investasi, sehingga  
pembiayaan nasabah terbayar.41 

5. Dampak Pembiayaan Bermasalah 
Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak 

negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun 
secara makro (system perbankan dan perekonomian Negara). 
Dampak pembiayaan bermasalah terhadap lembaga keuangan: 
a. Pembiayaan bermasalah dapat merugikan lembaga 

keuangan, baik secara financial maupun non financial. 
Kerugian financial tersebut meliputi tidak terpenuhinya 
target pendapatan, terganggunya arus kas (Cash Flow), 
serta dapat mengurangi modal karena biayanya lebih 
besar dibanding pendapatan. Sedangkan kerugian non 
financial meliputi menurunnya atau bahkan jatuhnya 
performance dan tingkat kesehatan Bank Syariah. 

 
41  Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin, ³Strategi Penyelamatan Pembiayaan 

Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang 
Purwokerto´� Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal) El-JIZYA. Vol.4, 
Nomor 1, Januari - Juni 2016, hlm. 67-69. 
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Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah  
akan menurun.42 

b. Pembiayaan bermasalah juga dapat merugikan anggota 
penyimpanan. Kerugian penyimpan akan sangat terasa 
dengan imbalan bagi hasil yang rendah. Di samping itu, jika 
pembiayaan bermasalah terlalu besar, sehingga arus kas 
masuk terganggu dapat mengakibatkan menurunnya 
cadangan likuiditas. Kondisi ini sangat membahayakan 
kelangsungan hidup Bank Syariah.43 

c. Pembiayaan bermasalah juga sangat mempengaruhi kinerja 
dari karyawan seperti dikenakan sanksi indisipliner karena 
kelalaian yang menyebabkan kerugian, pengurangan 
pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan 
gaji, dan bahkan pemutusan hubungan kerja.44 

6. Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 
a. Menganalisis/memverifikasi penyebab permasalahan 

keuangan seperti: 
1) Temukan solusi alternatif  
2) Pelaksanaan penanganan/penyelesaian 
3) Pemantauan dan evaluasi 

b. Perbaikan pembiayaan secara preventif yang dilakukan oleh 
Account Officer tetap harus diserahkan kepada komite 
keuangan mendapatkan persetujuan. Selesai disetujui, 
proses selanjutnya adalah proses pembiayaan nasabah baru.. 

c. Apabila pembiayaan menunda pembayaran 1 sampai 4 
bulan, maka Account Officer memberikan surat 
pemberitahuan tunggakan. Jika dalam jangka waktu tertentu 
nasabah masih tidak menyelesaikannya, maka Account 
Officer dapat mengalihkan nasabah tersebut ke tahap 
recheduling.  

 
42 Muhammad Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil, 

(Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm.  97. 
43 Veitzal Rivai, Andria Permata, Islamic Financial Management Teori, Konsep, 

dan Aplikasi Paduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan 
Mahasiswa,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 348. 

44 Edi Susilo, Analisis Pembiayan dan Resiko Perbankan Syariah, (Yogyakarta : 
Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 69. 
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d. Menangani masalah keuangan klien 
Legal/Government/Departemen berbeda dengan Account 
Manager. Oleh karena itu, mitra harus diberitahu sebelum 
mentransfer dana.  

e. Kompetensi Bagian Hukum dan Pemasyarakatan meliputi 
penyelesaian keterlambatan pembayaran rekanan. Jika 
penggalangan dana berjalan dengan baik lagi. Setelah itu 
bisa ditransfer lagi ke Account Manager. 

f. Sanksi dan denda 
1) Pemegang saham yang mampu, namun menunda 

dan/atau gagal melakukan pembayaran keuangan kepada 
koperasi, akan dikenakan denda setiap hari 
keterlambatannya. 

2) Besarnya denda harus dibuat dan disepakati pada saat 
penandatanganan perjanjian keuangan antara mitra dan 
koperasi. 

3) Dana yang diterima dari denda ditransfer ke rekening 
khusus dan dialokasikan ke dana kesejahteraan sosial. 

G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan 
pada bab sebelumnya, maka penelitian ini merupakan jenis 
penelitian kualitatif. Menurut Saryono, penelitian kualitatif 
adalah penelitian yang menyelidiki, menemukan, 
menggambarkan dan menjelaskan ciri-ciri dan kumpulan 
pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan dengan pendekatan 
kuantitatif.45 Menurut John W Creswell dalam buku Research 
Design, penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode 
untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada 
makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang 
dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.46   

 
45 Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif , (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 

hlm. 123. 
46 Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, Metode Penelitian Kualitatif, 

(Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LSPPK), 2019),  hlm. 2. 
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Penelitian kualitatif deskriptif merupakan observasi yang 
menggunakan informasi yang dikumpulkan melalui tanya 
jawab yang dilakukan pada institusi, pengambilan gambar, 
informasi penting dan berbagai informasi yang diperlukan, 
yang kemudian dianalisa menjadi kalimat naratif. 47  Jenis 
penelitian ini adalah peneliti terlibat langsung di lokasi 
penelitian untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-
data kongrit yang ada hubungannya dengan pembahasan ini, 
adapun teknik yang digunakan dalam  memperoleh informasi 
yang dibutuhkan adalah melalui observasi langsung, tanya 
jawab terhadap informan dan pengambilan dokumentasi.48 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Karena 
penelitian ini terjun langsung ke lapangan untuk melakukan 
penelitian ³Analisis Risiko Pembiayaan Bermasalah Non 
Performing Financing (NPF) pada PT. Bank Syariah Indonesia 
Tbk KCP. 6DSH´� 

2. Pendekatan Penelitian 
 Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan 
menggunakan analisis deskriptif. Dalam hal ini peneliti harus 
mendeskripsikan objek, fenomena atau lingkungan sosial yang 
disajikan dalam penulisan naratif. Supaya mendapatkan 
informasi yang akurat dan fakta dalam bentuk tanya jawab dan 
gambar.49 Ciri-ciri observasi kualitatif adalah: 
1) Sumber informasi dan penelitian langsung yang dilakukan 

dalam kondisi alami (bukan eksperimen) adalah kunci 
utama. 

2) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Kata-kata 
atau gambar dikumpulkan sedemikian rupa sehingga tidak 
menonjolkan gambar. 

3) Penelitian kualitatif lebih menggunakan proses dari pada 
produk atau hasil. 

4) Penelitian kualitatif menggunakan analisis data induktif. 
 

47  Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif, hlm. 107. 
48 Albbi Anggito, Johan Setiawan, hlm.10. 
49 Ibid., hlm.10. 
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5) Dalam penelitian kualitatif, lebih ditekankan pada makna 
(data dibalik observasi).  
Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk 
KCP��6DSH´� 

3. Lokasi Penelitian 
 Penelitian dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk 
KCP. Sape yang berada di Jl. Raya Pelabuhan Sape, Kab Bima, 
Nusa Tenggara Barat. Alasan peneliti memilih PT. Bank 
Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape dikarenakan PT. Bank 
Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape merupakan salah satu Bank 
Syariah yang ada di Kecamatan Sape, Kecamatan Lambu dan 
masih ada NPF yang belum terselesaikan. 

4. Jenis dan sumber data 
Adapun data yang dinggunakan oleh peneliti saat ini adalah 

data kualitatif yang dilakukan secara langsung dengan 
mengumpulkan informasi dan data kuantitatif berupa laporan 
keuangan tahunan dan bulanan pada PT. Bank Syariah 
Indonesia Tbk KCP. Sape. Menurut derajatnya, tipe data dibagi 
menjadi dua bagian, yaitu:50 
1) Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber 
asli atau (dari tangan pertama) dalam bentuk tanya jawab. 
Informasi ini dapat diperolah melalui sumber atau 
responden teknis. Dimana ada orang yang dijadikan sebagai 
subjek penelitian atau orang yang digunakan untuk 
memperoleh data yang diperlukan.51 

Dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh dari 
hasil tanya jawab dan sumber informasi dari pihak 
(informan) langsung dari nasabah pembiayaan bermasalah 
dan pihak PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kcp. Sape. 

 

 
50  Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin : Antasari Press, 

2010), hlm. 60. 
51  Nuning Indah Pratiwi, ³3HQJJXQDDQ� 0HGLD� Video Call dalam Teknologi 

Informasi´� Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol.1, Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 211. 
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2) Data sekunder 
Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari 

sumber lain. Sumber lain merujuk pada buku, jurnal, dan 
informasi penting yang berkaitan dengan subjek yang 
diidentifikasi oleh peneliti. Dalam penelitian ini data 
sekunder yang berkaitan dengan penelitian mengenai 
seperti penjelasan risiko, pembiayaan bermasalah,  (Non 
Performing Financing) NPF, penyelesaian pembiayaan 
bermasalah, diperoleh dari tesis, jurnal dan buku. 

5. Tehnik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang 

digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang berkaitan 
dengan penelitiannya. 52  Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai metode: 
1) Observasi 

Observasi non partisipan merupakan metode observasi 
dimana periset hanya bertindak mengobservasi tanpa ikut 
terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan 
kelompok yang di riset, baik kehadirannya diketahui atau 
tidak.53  

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan observasi 
non partisipatif atau non partisipan. Disini peneliti 
bertindak sebagai pengamat independen terkait dengan 
MXGXO� \DQJ� GLWHOLWL� \DLWX� ³$QDOLVLV�5LVLNR� GDQ� 3HQDQJDQDQ�
Pembiayaan Bermasalh di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk 
.&3��6DSH´� 

2) Wawancara 
Teknik wawancara adalah teknik mengumpulkan data 

dengan menggunakan beberapa pertanyaan lisan pada 
subjek wawancara. Namun wawancara yang digunakan 
dalam penelitian analisis risiko dan penanganan 

 
52  Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method, 

(Depok: Rajawali, 2019), hlm. 215.  
53  Rachmat Kriyantono, Teknik Praktik Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2014), hlm.112 
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pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia 
Tbk KCP Sape yaitu dengan wawancara semi-terstruktur. 

Wawancara semi-terstruktur (semistructure interview), 
jenis wawancara ini sudah termaksuk dalam kategori in-
depth interview, dimana dalam pelaksanaannya  lebih bebas 
dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara 
ini bertujuan untuk mengumpulkan data. Data yang 
dimaksud yaitu data yang berkaitan dengan faktor 
penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BSI 
Tbk KCP. Sape, bentuk risiko yang dihadapi PT. Bank 
Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape dengan adanya NPF, dan 
cara penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. Bank 
Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape. Dimana wawancara 
semi-terstruktur ini dilakukan dengan Brach Operations dan 
Service Manager pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk 
KCP. Sape dan nasabah yang mengalami pembiayaan 
bermasalah.  

3) Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan 

untuk menelusuri data. Sebagian besar data yang tersedia 
adalah dalam bentuk surat-surat, laporan, dan sebagainnya. 
Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan 
waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk 
mengetahui hal-hal mengenai pembeiayaan bermasalah.54 

Adapun dokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti 
berupa, dokumentasi laporan keuangan tahunan/bulanan, 
dokumentasi jumlah nasabah pembiayaan bermasalah, dan 
dokumen lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah 
yang diangkat oleh peneliti. 

6. Tehnik Analisis Data 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis analisis 

kualitatif. Pada analisis kualitatif ini peneliti menggunakan 
analisis penelitian deskriptif. Analisis deskriptif berhubungan 

 
54 Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, hlm. 229. 
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dengan pengumpulan dan peringkasan data, serta penyajian 
hasil peringkasan tersebut.  

Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata 
secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, 
dokumerntasi, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman 
peneliti tentang kasus yang diteliti dan dijadikan sebagai 
temuan bagi orang lain. Tujuan analisis data adalah untuk 
menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca.55 
Adapun teknik yang dugunakan dalam analisis data yaitu: 
a. Reduksi data 

Informasi yang diperoleh pada tahap reduksi data masih 
bersifat umum dan menyeluruh. Oleh karena itu, perlu di 
perinci, diringkas dan dijelaskan apa saja yang dianggap 
penting dan sesuai dengan tujuan, sehingga memudahkan 
peneliti untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. 

b. Penyajian data 
Langkah selanjutnya adalah penyajian data. Rangkuman 

data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian 
singkat yang bersifat naratif. 

c. Menarik kesimpulan 
Dan langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. 

Setelah merangkum informasi dan menyajikannya dalam 
bentuk uraian naratif, maka ditarik suatu kesimpulan yang 
sesuai dengan rumusan masalah.56 

7. Pengecekan Keabsahan Data 
Agar data penelitian Analisis Risiko dan Pembiayaan 

Bermasalah Non Performing Financing (NPF) di PT. Bank 
Syariah Indonesia Tbk Kcp. Sape dapat dianggap sebagai suatu 
penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan verifikasi kebenaran 
datanya. Oleh karena itu, peneliti harus memverifikasi 

 
55 Noeg Muhajiri, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 2009), 

hlm. 138. 
56 Ibid., hlm. 140. 
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keakuratan data dengan uji reliabilitas yang dilakukan dengan 
cara:57 
1) Memperluas pengamatan 

Memperluas observasi, peneliti kembali ke lapangan 
untuk melakukan observasi dan wawancara dengan 
narasumber baru. Dalam penelitian ini peneliti 
memperpanjang waktu observasi untuk menguji kembali  
bahan penelitian ini, apakah data yang diperoleh sudah 
memuaskan sehingga peneliti dapat mengakhiri penelitian 
tersebut.  

2) Triangulasi 
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terdapat 
data itu. Teknik ini peneliti gunakan untuk membandingkan 
data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 
sehingga peneliti mendapatkan data benar-benar valid. 
Pemaparan berdasarkan Sugiyono, maksud dari teknik 
pengumpulan data triangulasi adalaah teknik yang memiliki 
sifat untuk menggabungkan. Menurut Sugiyono ada 
beberapa triangulasi dalam penelitian kualitatif yaitu: 
1) Triangulasi Sumber 

Triangulasi Sumber adalah menggali kebenaran 
informasi tertentu dengan menggunakan berbagai 
sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, 
hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih 
dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang 
yang berbeda. 

2) Triangulasi Teknik 
    Triangulasi ini dilakukan untuk mengetes data 

keabsahan yang dilaksanakan dengan menguji data 
kepada sumber yang sama dengan beberapa teknik yang 
bervariasi. 

 
57Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Chori, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang 

Pendidikan,  (Ponorogo, 2019), hlm. 90. 



44 
 

3) Triangulasi Waktu 
Pada triangulasi ini, peneliti mempertimbangkan 

waktu pengumpulan data bisa hari, jam, menit, detik dan 
sebagainya.58 

Namun triangulasi yang digunakan dalam penelitian 
Analisis Risiko dan Pembiayaan Bermasalah Non 
Performing financing (NPF) dilakukan dengan cara 
triangulasi sumber dan waktu. Adapun triangulasi yang 
dijadikan sebagai sumber data yaitu staf bagian keuangan, 
petugas penagihan dan nasabah pembiayaan. Serta 
triangulasi disini saya menggunakan waktu pagi. 

H. Sistematika Pembahasan 
Untuk menjamin pendekatan yang terstruktur dan sistematis, 

peneliti telah membuat dan mengatur pembahasan dalam penelitian 
ini dengan cara sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran umum 
mengenai isi penelitian, yang meliputi: latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup 
dan setting penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode 
penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II  Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Bab ini berisi 
tentang Sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia, profil lembaga 
PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, letak geografis, visi 
dan misi, struktur kepengurusan, dan produk PT. Bank Syariah 
Indonesia Tbk KCP. Sape.  

Bab III Faktor Penyebab Pembiyaan Bermasalah. Bab ini 
berisi paparan data serta temuan data di lapangan melalui 
wawancara, observasi, dan dokumentasi, terkait faktor penyebab 
terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia 
Tbk KCP. Sape.  

Bab IV  Bentuk Risiko yang Dihadapi Bank dengan Adanya 
Pembiayaan Bermasalah.  Bab ini berisi tentang data dan temuan 

 
58 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif. R & D, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 

hlm. 270-273. 
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mengenai bentuk risiko yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah 
Indonesia Tbk KCP. Sape dengan adanya Pembiayaan Bermasalah. 

Bab V Cara Penanganan Pembiayaan Bermasalah. Bab ini 
berisi tentang data dan temuan mengenai cara penanganan 
pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. 
Sape.   

Bab VI Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi 
kesimpulan temuan penelitian yang berkaitan dengan rumusan 
masalah. Kemudian termuat juga saran yang diberikan peneliti 
ditujukan kepada mahasiswa dan  lembaga PT. Bank Syariah 
Indonesia Tbk KCP. Sape. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia 
Indonesia, sebagai negara dengan produk Muslim terbesar secara 

global, mempunyai potensi untuk menjadi yang terdepan dalam 
industri keuangan syariah. Mengembangkan ekosistem halal di 
Indonesia memerlukan penekanan kuat pada peningkatan kesadaran 
masyarakat dan penggalangan dukungan dari para pemangku 
kepentingan. Bank Syariah merupakan bagian integral dari ekosistem 
industri halal dan berperan sebagai fasilitator penting dalam berbagai 
kegiatan ekonomi. 

Industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan 
dan pertumbuhan yang signifikan. Tren inovasi produk, peningkatan 
layanan, dan pengembangan jaringan selalu positif dari tahun ke tahun. 
Semangat untuk melakukan percepatan juga terlihat dari banyaknya 
Bank Syariah yang melakukan aktivitas korporasi. Bank-bank syariah 
tersebut, antara lain Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI 
Syariah, semuanya merupakan bank milik negara. 
Adapun sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia: 
x Tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan peta jalan atau 

roadmap pengembangan keuangan syariah. 
x Tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan atau usaha syariah milik 

pemerintah berkonsolidasi atau marger perbankan. Di antaranya 
PT. Bank Syariah Mandiri, PT. BNI Syariah, PT. BRI Syariah, 
Unit Usaha Syariah, PT. Bank Tabungan Negara Syariah. 

x 2 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir 
berencana menggabugkan Bank Syariah BUMN yaitu Mandiri 
Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, dan BTN Syariah. 

x Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana 
marger bank syariah dari tiga bank Himbara, yaitu mandiri 
Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. 

x 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara 
menetapkan nama perusahaan hasil marger menjadi PT. Bank 
Syariah Tbk. 
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x 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin marger 
usaha tiga bank syariah. surat itu terbit dengan Nomor SR. 
3/PB.1/2021. 

x 1 Februari 2021, Presiden Jokowi meresmikan PT. Bank Syariah 
Indonesia Tbk atau Bank Syariah Indonesia (BSI).59 
Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 

1442 H, menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Mandiri 
Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu 
Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan 
kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan 
yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas 
permodalan yang lebih baik. 

Pengembangan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar 
untuk melahirkan bank syariah kebanggan umat, yang diharapkan 
menjadi energi baru pengembangan ekonomi nasional serta 
berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan 
Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan 
syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan 
NHOHELKDQ�EDJL�VHJHQDS�DODP��5DKPDWDQ�/LO¶$DODPLLQ��60 

B. Profil Lembaga 
Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape merupakan Bank Syariah 

Indonesia satu-satunya sebagai cabang pembantu yang berada di 
Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Bank Syariah 
Indonesia Tbk KCP. Sape dulumya berdiri sebagai BNI Syariah 
sebelum di marger atau digabungkan dengan dua Bank Syariah lainnya 
yaitu Bank Mandiri Syariah dan BRI Syariah pada tanggal 01 Februari 
2021. 

C. Letak Geografis 
Sebelah Timur  : Kantor Notaris 
Sebelah Barat  : Kantor Pos 
Sebelah Utara  : Pertokoan 
Sebelah Selatan  : Perumahan 

 
 

59 Sejarah Perusahaan Bank Syariah Indonesia, diakses pada tanggal 12 Desember 
2023 pukul 10.37 WITA. https ://bank bsi.co.id/company-information. 

60 Ibid., 
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D. Visi dan Misi 
a. Visi Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape 
     Top 10 Global Islamic Bank 
b. Misi Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape 

1) Memberikan akses solusi keuangan Syariah Indonesia 
(melayani >20 juta nasabah dan menjadi 5 detik berdasarkan 
asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025. 

2) Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para 
pemegang saham (Top 5 Bank yang paling profitable di 
Indonesia (ROE 18% dan valuasi kuat (PB>2). 

3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggan para talenta terbaik 
Indonesia (perusahaan dengan nilai yang kuat dan 
memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada 
pembangunan karyawan dengan budaya berbasis kinerja). 

E. Struktur Kepengurusan  
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F. Produk Bank Syariah Indonesia 
Produk-produk yang ada di Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. 

Sape seperti halnya bank pada umumnya yaitu ada  funding dan 
landing. Dalam funding Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape 
memiliki beberapa produk yaitu: 
1. Deposito Bank Syariah Indonesia merupakan produk simpanan 

berjangka menggunakan akad bagi hasil sesuai dengan prinsip bagi 
hasil nasabah perorangan maupun bagi perusahaan yang 
memberikan keuntungan yang optimal. 

2. Tabungan Faedah Bank Syariah Indonesia Produk simpanan dari 
Bank Syariah Indonesia untuk nasabah perorangan yang 
menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. 

3. Tabungan Haji Bank Syariah Indonesia merupakan produk 
simpanan menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah 
khusus bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 
biaya perjalanan ibadah haji. 

4. Tabungan impian Bank Syariah Indonesia merupakan produk 
simpanan berjangka dari Bank Syariah Indonesia untuk nasabah 
perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah 
(kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan berencana memakai 
mekanisme autodebet setoran rutin bulunan. 
Selain itu, Bank Syariah Indonesia menawarkan beragam produk 

pembiayaan. Di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 
menawarkan berbagai produk pembiayaan untuk nasabah diantaran 
sebagai berikut: 
1) KPR Bank Syariah KPR Bank Syariah Indonesia memberikan 

pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk 
memenuhi kebutuhan perumahannya. Pembiayaan ini mengikuti 
prinsip Murabahah dan Ijarah, dengan angsuran yang telah 
ditentukan pelunasannya. 

2) KPR Sejahtera Bank Syariah Indonesia KPR Sejahtera adalah 
pembiayaan kepemilikan rumah yang diterbitkan bank untuk 
pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas 
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada masyarakat 
berpenghasilan rendah dalam jangka kepemilikan rumah sejahtera 
yang dibeli dari pengembang. 
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3) KKB Bank Syariah Indonesia pembiayaan kepemilikan mobil pada 
nasabah perorangan menggunakan akad murobahah dengan 
pembayaran yang diangsurkan dan telah ditetapkan dimuka. 

4) KMF Purna Bank Syariah Indonesia adalah kepemilikan multi 
faedah fasilitas yang diberikan pada para pensiun untuk memenuhi 
sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa 
dengan menggunakan prinsip jual beli murabahah atau ijarah 
dimana pembayaran secara angsuran. 

5) KMF Pra Purna Bank Syariah Indonesia adalah kepemilikan multi 
faedah fasilitas yang diberikan pada para PNS aktif yang akan 
memasuki pensiun untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan 
kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip 
jual beli murabahah atau ijarah dimana pembayaran dengan 
angsuran. 

6) Employ Benefit Program (EmBP) adalah program kerjasama 
dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam master 
Agreement berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung pada 
karyawan dari perusahaan yang memenuhi kriteria Bank Syariah 
Indonesia. 

7) Pembiayaan kepemilikan emas pembiayaan kepada perorangan 
untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad 
murabahah dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan 
mengangsur sesuai kesepakatan di awal. 

8) Qardh beragun emas pembiayaan agunan berupa emas, dimana 
emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah 
Indonesia selama jangka aktu tertentu dengan membayar biaya 
penyimpanan. 

9) Mikro Faedah skema pembayaran yang menggunakan akad 
murabahah dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja. 

10) Pembiayaan Komersial pembiayaan jangka pendek yang diberikan 
pada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

11) Pembiayaan Linkage adalah pola pemberian fasilitas pembiayaan 
komsumtif multiguna dan multijasa kepada calon nasabah yang 
merupakan pegawai atau karyawan perusahaan yang juga 
merupakan anggota koperasi. 
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12) Pembiayaan SME pembiayaan investasi yang diberikan kepada 
nasabah untuk pembelian kendaraan roda empat yang digunakan 
untuk penunjang kegiatan usaha untuk pembelian tempat usaha 
untuk kegiatan. Persyaratannya yaitu:  
Selain itu, Bank Syariah Indonesia menawarkan beragam produk 

berbasis layanan. Produk layanan yang ditawarkan Bank Syariah KCP. 
Sape adalah sebagai berikut: 
a) SMS Banking 
b) Mobile Banking 
c) Internet Banking 
d) E-form BRIS 
e) Cash management system 

G. Persyaratan calon nasabah dalam pembiayaan di BSI Tbk KCP. 
Sape 
1. Warga Negara Indoneisa (WNI) 
2. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah 
3. Profesi nasabah berpenghasilan tetap 
4. Serta memenuhi berkas yang disediakan oleh BSI Tbk KCP. 

Sape61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
61 Dokumentasi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kcp. Sape, 06 Desember 2023 
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BAB III 
 

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBIAYAAN 
BERMASALAH DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK  

KCP. SAPE 
 
A. Prinsip dalam Pemberian Pembiayaan 

Sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabah pembiayaan, 
Bank Syariah Indonesia KCP. Sape menerapkan berbagai prinsip. 
Sebagaimana yang di kemukakan dari hasil wawancara dengan Bapak 
Riyan Hidayat selaku Branch Operations dan Service Manager BSI 
KCP. Sape.62 

Dalam memberikan pembiayaan kami lebih mengalisa 
pada apa yang dijaminkan, berapa besar yang dipinjam 
sesui dengan jaminan, dan kemampuan, kemapuan disini 
yaitu kemampuan pada pengembalian pembiayaaan yang 
telah dipinjam sehingga yang ketiga ini di utamakan oleh 
BSI KCp. Sape yaitu:  

a. Capital, artinya besarnya modal yang akan dipinjam oleh 
calon anggota ataupun anggota, seperti dilihat dari jumlah 
yang dipinjam, berapa jumlah saldo yang dimiliki anggota, 
asset investasi atau simpanan yang dimiliki.  

b. Capacity, artinya kemampuan anggota dalam pengembalian 
pembiayaan dinilai melalui bagaimana bentuk usaha yang 
dimiliki anggota, dan kemampuannya dalam mengelola 
modal usaha.  

c. Collateral, artinya Jaminan yang akan diajukan kepada BSI 
KCP. Sape harus sesuai dengan jumlah yang akan dipinjam, 
hal ini dilihat dari bentuk  jaminan yang akan diserahkan 
kepada BSI KCP. Sape jaminan ini bisa berupa asset tanah, 
BPKB motor dan Mobil, SK Pegawai Negeri.   

Kebijakan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia 
KCP. Sape sebelum memberikan pinjaman ialah: 

 
62  Riyan Hidayat (Branch Operations dan Service Manager), Wawancara, PT. 

Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 06 Desember 2023. 
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1) Memperoses terlebih dahulu identitas nasabah. 
2) Jika nasabah baru, harus diadakan survey lapangan 

terlebih dahulu.  
3) Setelah itu pihak bank akan mencari tahu apa pekerjaan 

dari calon nasabah tersebut apakah dia termasuk orang 
yang sekiranya jujur dan mampu melunasi kredit yang 
akan diberikan atau tidak.  

4) Setelah survey lapangan dilaksanakan pengisisan data 
yang diperoleh sesuai persyaratan bank. 

5) Langkah selanjutnya nasabah harus mengisi formulir 
yang disediakan kemudian menyerahkan jaminan 
berupa BPKB kendaraan yang masih hidup ataupun bisa 
menggunakan jaminan berupa serifikat tanah apabila 
akan melakukan transaksi kredit diatas Rp25.000.000.  
Tetapi untuk nasabah yang telah melakukan transaksi 
kredit sebelumnya, jika ingin melakukan transaksi 
kembali, maka pihak bank akan meneliti dulu 
bagaimana pelunasan atas pinjaman sebelumnya, 
apakah ada kendala atau tidak.  

Namun Bank Syariah Indonesia KCP. Sape dalam analisa 
pemberian pembiayaan hanya menggunakan prinsip 3C dari prinsip 
yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia. 

Penilaian ini yang nantinya akan menjadi dasar bagi Bank 
Syariah Indonesia KCP. Sape untuk menemukan apakah pembiayaan 
yang diajukan layak direalisasi atau tidak. Dan jaminan yang 
diberikan kepada bank hanya dijadikan untuk berjaga-jaga apabila 
pembiayaan yang diberikan macet. Adapun prinsip penilaian anggota 
nasabah dalam mengajukan pembiayaan adalah sebagai berikut: 
a) Character, merupakan gambaran sifat dan kepribadian calon 

debitur. Bank harus melakukan analisis karakter terhadap calon 
debitur yang tujuannya untuk mengetahui apakah calon debitur 
mempunyai kemauan untuk melunasi utangnya terhadap 
kewajibannya membayar pinjaman secara penuh. 

b) Capacity, yaitu kemampuan calon debitur dalam 
menyelenggarakan bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan 
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sesuai yang diharapkan. Tujuan dari evaluasi adalah supaya bisa 
mengukur kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit 
dengan tepat waktu atau membayar hasil bisnis yang 
didapatkannya.63 

c) Capital, yang dimasukkan dalam kredit memerlukan analisa yang 
lebih mendalam. Modal adalah besarnya jumlah modal yang 
dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal yang di miliki 
calon debitur, maka semakin yakin  bank terhadap keseriusan calon 
pinjaman.  

d) Collateral, adalah agunan yang ditawarkan oleh  calon nasabah. 
Jaminan adalah  sumber pembayaran lain, yaitu jika debitur tidak 
mampu membayar biaya dan menghadapi kredit macet, maka bank 
dapat  menarik jaminan tersebut.  

e) Condition, keuangan merupakan analisis keadaan  
ekonomi. Bank hendaknya mepertimbangkan bidang kegiatan  
calon debitur dalam kaitkannya beserta kondisi keuangannya, 
apakah kondisis tersebut akan mempengaruhi bisnis calon nasabah 
di kemudian hari.64 

B. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. Bank 
Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape 

Pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam 
sebuah lembaga keuangan syariah, keberadaannya yang 
mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas 
aktiva produktif. Menurut Faturrahman Djamil penyebab pembiayaan 
bermasalah itu dibagi menjadi 2 yaitu faktor intern dan juga faktor 
ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang terjadi didalam perusahaan itu 
sendiri dan yang paling dominan adalah faktor manajerial. Dapat 
dilihat dari beberapa hal seperti lemahnya kebijakan dalam penjualan 
dan pembelian, lemahnya pengawasan pembiayaan, dan kebijakan 
piutang yang kurang tepat. Sedangkan faktor ekstern yaitu faktor yang 
terjadi diluar kondisi perusahaan seperti, perubahan kondisi 

 
63  Veithzal Rivai, Comercial Bank Management (Manajemen Perbankan dari 

Teori ke Praktik), (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 218. 
64 Ismail, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112-114. 
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perekonomian, perubahan teknologi, bencana alam, penurunan usaha, 
faktor sosial dan lain sebagainya.65 

Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Indonesia KCP. Sape 
terkadang masih terjadi keterlambatan pengembalian oleh para 
nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Faktor 
pembiayaan bermasalah ini tidak hanya disebabkan oleh bank 
melainkan dari nasabah pembiayaan juga. Berikut adalah pernyataan 
Bapak Riyan Hidayat selaku Branch Operations dan Service 
Manager:66 

 
Yang namanya pembiayaan bermasalah tentu saja ada, 

setiap bank yang beroperasi pasti mengalami pembiayaan 
bermasalah. Untuk produk yang paling sering terjadi 
pembiayaan bermasalah itu pada produk penyaluran dana 
untuk usaha seperti pembiayaan komersial, mikro faedah. 
Oleh karena itu, dalam setiap pemberian pembiayaan 
diperlukan pertimbangan serta kehati-hatian agar 
kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam 
pemberian pembiayaan kepada nasabah.  

Pembiayaan bermasalah di BSI KCP. Sape terdapat 5 
tingkatan atau kelompok sebagai berikut:  
1. Kelompok 1 itu lancar 0 hari 
2. Kelompok 2 dalam perhatian khusus, yaitu terlambat 

angsuran 1-3 bulan 
3. Kelompok 3 kurang lancar lebih dari 90 hari tapi tidak 

melebihi dari 120 hari 
4. Kelompok 4 diragukan lebih dari 120 hari tetapi tidak 

lebih dari 180 hari.  
5. Kelompok 5 macet lebih dari 180 hari.  

Apabila nasabah termaksud kategori kelompok 2 sudah 
timbul adanya pembiayaan bermasalah, maka pihak bank 

 
65 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. 

73-74. 
66  Riyan Hidayat (Branch Operations dan Service Manager), Wawancara, PT. 

Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 06 Desember 2023. 
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akan melakukan penanganan dengan kunjungan khusus ke 
nasabah. 

 
Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan di 

Bank Syariah Indonesia KCP. Sape dibagi menjadi 5 kelompok. 
Kelompok 1 disebut dengan pembiayaan lancar karena tidak ada 
kendala dalam melakukan pembayaran. Sedangkan kelompok 2 
sampai 5 itu disebut dengan pembiayaan bermasalah karena sudah 
mulai ada tunggakan pembayaran yang terjadi, sehingga pihak bank 
akan melakukan kunjungan secara insentif ke nasabah. 

Berikut kategori kualitas pembiayaan yang ditetapkan Bank 
Syariah Indonesia:67 
a. Lancar  

Apabila pembayaran angsuran Pembiayaan dan margin 
dilakukan tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan 
persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan 
secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang 
lengkap dan pengikatan agunan kuat. 

b. Dalam Perhatian Khusus 
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok 

dan atau margin pembiayaan sampai dengan 90 hari. Akan 
tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan 
akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan 
agunan kuat. 

c. Kurang Lancar 
Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok 

dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, 
penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan 
meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan 
pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap 
persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan 
perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan 
keuangan. 

 

 
67 Trisadini Usanti, Abd. Shomad, 2015, hlm. 105. 
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d. Diragukan 

Terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau margin 
yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah 
tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat 
dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan 
pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran. 

e. Macet 
Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan 

atau margin yang telah melewati 270 hari.68 
Berikut ini pengelompokan Kolektibilitas Pembiayaan 

Bermasalah untuk menentukan kualitas pembiayaan:69  
Lama 

Tunggakan/Hari 
Kolektibilitas keterangan 

0 Hari 1 Lancar  
1-90 Hari  2 Dalam Perhatian 

Khusus 
91-120 Hari 3 Kurang Lancar 
121-180 Hari 4 Diragukan 

>180 5 Macet 
 

Hasil wawancara dengan Bapak Ryan Hidayat selaku bawahan 
Branch Manager disampaikan bahwa ada beberapa indikator yang 
menjadi faktor timbulnya pembiayaan bermasalah pada Bank 
Syariah Indonesia KCP. Sape yaitu:70 

 
1. Faktor Internal  

Terjadi karena lemahnya analisa keuangan, lemahnya 
pengawasan pembiayaan, kurangnya koordinasi komite 
pembiayaan, dan jaminan yang kurang merketable. 

2.  Faktor Eksternal  
Faktor ini disebabkan karena nasabah yang mengalami 
kondisi ekonomi mikro atau menurunnya usaha 

 
68 Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, 2010, hlm. 748. 
69 Nurnasrina, P Adiyes Putra, 2018, hlm. 169. 
70  Riyan Hidayat (Branch Operations dan Service Manager), Wawancara, PT. 

Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 06 Desember 2023. 
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nasabah, lemahnya daya beli pasar karena banyaknya 
pesaing yang menyebabkan nasabah mengalami 
kerugian, karakter wilayah seperti bencana alam, serta 
karakter nasabah seperti perceraian dan faktor 
kesengajaan. 
 

Langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan 
bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadi 
pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah tersebut 
diakibatkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak 
perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah 
bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh 
penggantian dari perusahaan asuransi.  

Perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena 
sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan 
secara seksama dari bulan kebulan bahkan dari tahun ketahun, lalu 
timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan 
kelemahan pengawasan telah dilakukan dengan baik, masih juga 
terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan 
bermasalah secara lebih mendalam. 
1. Faktor internal 

a. Lemahnya analisis pembiayaan 
Kelemahan dalam menganalisa pembiayaan memang 

sangat berpengaruh dalam pembiayaan bermasalah. 
Kelemahan dalam analisis pembiayaan bisa disebabkan 
karena analisa pembiayaan tidak berdasarkan data akurat, 
informasi pembiayaan tidak lengkap dan analisa tidak cermat. 

Berdasarkan dari penelitian analisa pembiayaan tidak 
berdasarkan data akurat, informasi pembiayaan tidak lengkap 
dan analisa tidak cermat bisa menjadi salah satu faktor 
pembiayaan bermasalah dikarenakan jika analisa pembiayaan 
tersebut tidak diteliti secara detail akan bisa menyebabkan 
pihak bank akan terkena tipu oleh nasabah, bank tidak dapat 
mengetahui untung atau ruginya dalam usaha nasabah serta 
tidak taunya modal usaha nasabah, dalam hal seperti ini 
perlunya menganalisa lebih cermat lagi. Pihak bank harus 
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lebih cermat lagi dalam menganalisa pembiayaan agar tidak 
terjadi analisis pembiayaan tidak lengkap.71 

b. Lemahnya pengawasan pembiayaan 

Pengawasan usaha yang melakukan pembiayaan 
memang sangat perlu dilakukan. Karena pendapatan yang 
diterima oleh nasabah bergantung pada baik buruknya usaha 
tersebut berjalan. Apabila usaha dapat berjalan dengan baik 
maka angsuran akan dapat dibayarkan tampa hambatan 
sehingga meminimalisir terjadinya kredit macet. Maka perlu 
adanya pengawasan oleh pihak bank kepada usaha yang 
dijalankan nasabah, agar bank bisa memonitor pergerakan 
usaha yang dilakukan nasabah, dan mengurangi resiko kredit 
macet. 

c. Kurangnya koordinasi komite pembiayaan 

Masalah koordinasi komite merupakan sebuah masalah 
yang dapat berakibat fatal. Jika terjadi kurang koordinasi maka 
akan terjadi salah paham antara kedua belah pihak sehingga 
menimbulkan ketidak sesuaian data yang diperoleh dari pihak 
satu dengan pihak yang lainnya. Sehingga berdampak pada 
resiko pembiayaan yang akan bertambah. 

2. Faktor Eksternal 

a.  Kondisi Ekonomi Makro 
Kondisi ekonomi seperti saat ini memang menjadi 

momok dunia perbankan, yang menjadi salah satu penyebab 
terjadinya kredit macet atau pembiayaan 
bermasalah.Terjadinya pembatasan sosial, menyebabkan ruang 
gerak masyarakat menjadi terbatas, oleh sebab itu maka 
banyak usaha dari nasabah yang mengalami penurunan omset 
dan berdampak pada pembiayaan. 

b. Lemahnya daya beli pasar 
Faktor ini masih berhubungan dengan kondisi ekonomi 

makro karena dengan adanya banyak pesaing maka terjadi 
pembatas penggerak masyrakat yang menyebabkan lemahnya 

 
71 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, 73. 



60 
 

daya beli pasar. Sehingga menimbulkan menurunnya 
pendapatan yang didapatkan oleh nasabah. 

c. Karakter wilayah 
Karakter wilayah bisa dikatakan adalah suatu wilayah 

yang berpendapatan rendah tidak bisa memenuhi persyaratan 
5C tetapi terjadi beberapa kesalahan dalam menganalisa 5C 
sehingga nasabah yang harusnya tidak lolos verifikasi data 
menjadi lolos verifikasi.72 

Selain wawancara dengan Bapak Riyan Hidayat selaku Branch 
Operations dan Service Manager BSI KCP. Sape, peneliti juga 
melakukan wawancara dengan beberapa nasabah yang mengalami 
pembiayaan bermasalah, maka didapatkan jawaban yang  sama dari 
beberapa Nasabah yang melakukan pembiayaan.  

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Juliati 
selaku Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada PT. 
Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape.73 

 
Adanya pembiayaan bermasalah bukanlah suatu 

kesengajaan bagi kita nasabah pembiayaan, melainkan dari 
berbagi faktor: Pertama, Penurunan ekonomi yang  
menyebabkan kita tidak dapat melunasi pinjaman kepada 
Bank. Kedua gagal panen karena selain untuk modal usaha 
kita mempergunakannya untuk modal bertani seperti 
bertani bawang, padi, dan jagung. Sehingga alhasil tidak 
ada pemasukan untuk membayar. Serta faktor alam yang 
sangat melumpukah aktivitas kita dalam mencari mata 
pencarian sehingga kesusahan dalam melanjutan 
ansurannya karena pengeluaran yang banyak namun 
pemasukan pendapatan yang menurun. 

 
Hal ini sama yang  diungkapkan oleh Ibu Suharti selaku 

Nasabah pembiayaan bermasalah, ibu Suharti mengatakan bahwa:74 

 
72 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, 73. 
73 Juliati (Nasabah), Wawancara, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 08 

Desember 2023. 
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Dengan adanya penyaluran modal yang dilakukan oleh 

Bank Syariah Indonesia KCP. Sape sangat membantu kita 
dalam mengembangkan usaha. Akan tetapi pembiayaan 
bermasalah bukanlah hal yang disengaja oleh kita, 
melainkan sebuah musibah yang dialami oleh kita, adanya 
pembiayaan bermasalah karena faktor penurunan usaha, 
dan kemarin adanya harga bawang yang begitu anjlok 
(menurun) sehingga tidak bisa mengembalikan modal.  

 
Hal ini pula sama yang diungkapkan oleh Bapak Ihwan selaku 

Nasabah lama, Bapak Ihwan mengatakan bahwa:75 
 

Ini pertama kalinya saya mengalami kemacetan dalam 
pelunasan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP 
Sape, sebelumnya tidak pernah, karena pembiayaan 
bermasalah bukanlah hal yang disengaja oleh kita Nasabah. 
Melainkan dari faktor penurunan usaha sehingga tidak ada 
pendapatan sama sekali, dan kemarin tidak biasanya harga 
bawang merah anjlok menurun drastis. Sehingga, semua 
modal dipake pada saat perawatan bawang bawang merah. 
Hal tersebut membuat kita kesulitan dalam pengembalian 
pembiayaan. 

 
Menurut PBI nomor 13/23/PBI/2011 risiko adalah potensi 

kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (event) tertentu. Risiko 
kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam 
memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang 
disepakati.76 

Pembiayaan bermasalah atau biasa disebut Non Performing 
Financings (NPF), sama dengan Non Performing Loan (NPL) untuk 

 
74 Suharti (Nasabah), Wawancara, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 

08 Desember 2023. 
75 Ihwan (Nasabah), Wawancara, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 11 

Desember 2023. 
76 Ojk.go.id diakses pada tanggal 13 Desember 2023 
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fasilitas kredit, merupakan rasio pembiayaan yang kualitasnya 
berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam 
pengertian lain, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan non-
lancar mulai dari kurang lancar hingga macet. 

Pada jangka waktu pembiayaan, tidak menutup kemungkinan 
terjadi suatu kondisi pembiayaan dimana adanya suatu 
penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan 
keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis 
dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss. Kondisi 
inilah yang disebut pembiayaan bermasalah.77 

Pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam 
sebuah lembaga keuangan syariah, keberadaannya yang 
mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas 
aktiva produktif. Menurut Faturrahman Djamil penyebab 
pembiayaan bermasalah itu dibagi menjadi 2 yaitu faktor intern dan 
juga faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang terjai didalam 
perusahaan itu sendiri dan yang paling dominan adalah faktor 
manajerial. Dapat dilihat dari beberapa hal seperti lemahnya 
kebijakan dalam penjualan dan pembelian, lemahnya pengawasan 
pembiayaan, dan kebijakan piutang yang kurang tepat. Sedangkan 
faktor ekstern yaitu faktor yang terjadi diluar kondisi perusahaan 
seperti, perubahan kondisi perekonomian, perubahan teknologi, 
bencana alam, penurunan usaha, faktor sosial dan lain sebagainya.78 

Langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan 
bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadi 
pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah tersebut 
diakibatkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak 
perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah 
bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh 
penggantian dari perusahaan asuransi. Perlu diteliti adalah faktor 
internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila 
bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan 
kebulan bahkan dari tahun ketahun, lalu timbul pembiayaan 

 
77 Republika.co.id diakses pada tanggal 13 Desember 2023 
78 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. 

73-74. 
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bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan 
pengawasan telah dilakukan dengan baik, masih juga terjadi 
kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan 
bermasalah secara lebih mendalam. 
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BAB IV 
 

BENTUK RISIKO YANG DIHADAPI BANK DENGAN ADANYA 
PEMBIAYAAN BERMASALAH 

 
A. Dampak yang Dihadapi Bank dengan Adanya Pembiayaan 

Bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia 
Pembiayaan bermasalah terjadi karena kegagalan membayar 

angsuran. Sehingga berdampak pada kinerja karyawan dan keuangan. 
Hasil wawancara dengan bapak Riyan Hidayat selaku Branch 
Operations dan Service Manager BSI KCP Sape menagatakan:79 

 
Bahwa ada beberapa dampak dari adanya pembiayaan 

bermasalah diantaranya: 
1. Jika pembiayaan bermasalah terus terjadi dan membesar, 

nantinya akan menyebabkan arus kas atau modal yang 
masuk terganggu sehingga akan mengakibatkan 
menurunnya cadangan likuiditas atau kinerja keuangan. 

2. Suatu pembiayaan bermasalah juga dapat menyebabkan 
kerugian bagi anggota penyimpanan. 

3. Pembiayaan bermasalah dapat menjatuhkan sebuah 
lembaga keungan atau merugikan Bank Syariah Indonesia 
Tbk KCP Sape. 

4. Pembiayaan bermasalah juga sangat mempengaruhi sebuah 
kinerja dari karyawan, sehingga akan menyebabkan sebuah 
kerugian yang berupa pengurangan pendapatan seperti 
pemberian bonus karena menutupi arus keuangan yang 
nantinya dijadikan modal. 

5. Pembiayaan bermasalah juga berdampak pada 
kelangsungan pemberian kepada nasabah atau kelancaran 
pada pemberian pembiayaan akan terganggu. 
 

 
79  Riyan Hidayat (Branch Operations dan Service Manager), Wawancara, PT. 

Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 06 Desember 2023. 
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Dari hasil wawancara diatas bahwa bentuk risiko dengan adanya 
pembiayaan bermasalah tidak hanya merugikan bank tetapi 
merugikan nasabah juga. Sehingga perlu untuk mengatasi dampak 
dari pembiayaan bermasalah. 

Pembiayaan memiliki risiko yang tinggi dan akan berdampak 
pada kelangsungan bank. Pembiayaan yang mengalami permasalahan 
akan di mitigasi sesuai dengan penyebab awal sehingga tidak terjadi 
dampak pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah 
bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank 
dan nasabah) maupun secara makro (system perbankan dan 
perekonomian Negara). Dampak pembiayaan bermasalah terhadap 
lembaga keuangan: 
a. Pembiayaan bermasalah dapat merugikan lembaga keuangan, baik 

secara financial maupun non financial. Kerugian financial tersebut 
meliputi tidak terpenuhinya target pendapatan, terganggunya arus 
kas (Cash Flow), serta dapat mengurangi modal karena biayanya 
lebih besar dibanding pendapatan. Sedangkan kerugian non 
financial meliputi menurunnya atau bahkan jatuhnya performance 
dan tingkat kesehatan Bank Syariah. Akibatnya kepercayaan 
masyarakat terhadap Bank Syariah  akan menurun.80 

b. Pembiayaan bermasalah juga dapat merugikan anggota 
penyimpanan. Kerugian penyimpan akan sangat terasa dengan 
imbalan bagi hasil yang rendah. Di samping itu, jika pembiayaan 
bermasalah terlalu besar, sehingga arus kas masuk terganggu dapat 
mengakibatkan menurunnya cadangan likuiditas. Kondisi ini 
sangat membahayakan kelangsungan hidup Bank Syariah.81 

c. Pembiayaan bermasalah juga sangat mempengaruhi kinerja dari 
karyawan seperti dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian 
yang menyebabkan kerugian, pengurangan pendapatan seperti 

 
80 Muhammad Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil, 

(Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm.  97. 
81 Veitzal Rivai, Andria Permata, Islamic Financial Management Teori, Konsep, 

dan Aplikasi Paduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan 
Mahasiswa,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 348. 
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pengurangan bonus atau pemotongan gaji, dan bahkan pemutusan 
hubungan kerja.82 
Pembiayaan bermasalah muncul dari beberapa faktor. Faktor 

penyebab pembiayaan bermasalah di BSI KCP. Sape adalah 
sebagai berikut: 

1) Penurunan ekonomi nasabah menyebabkan nasabah tidak 
dapat melunasi pinjaman dari Bank. 

2) Gagal panen yang dialami nasabah disebabkan oleh hama yang 
merusak komoditas pertanian serta anjloknya harga bawang yang 
menurun. Alhasil tidak ada pemasukan untuk keuangan mereka 
yang nantinya akan digunakan untuk membayar pinjaman kepada 
pihak bank. 

3) Dari dalam Bank Syariah Indinesia Tbk KCP. Sape, lemahnya 
pengawasan pembiayaan serta kurangnya koordinasi komite 
pembiayaan.  
Dari adanya faktor penyebab pembiayaan bermasalah maka 

akan muncul resiko pembiayaan bermasalah sehingga pembiayaan 
bermasalah sebagaimananya akan berdampak. Dari uraian teori 
diatas, maka dampak pembiayaan bermasalah pada kinerja keuangan di 
BSI Tbk KCP. Sape yaitu: 
a) Jika pembiayaan bermasalah terus terjadi dan membesar, 

nantinya akan menyebabkan arus kas atau modal yang masuk 
terganggu sehingga akan mengakibatkan menurunnya 
cadangan likuiditas. Cadangan atau posisi likuiditas sangat 
berarti bagi bank. Dalam pengukuran likuiditas 
Bank menggunakan curretnt ratio sebagai analisa. 
Keberadaan likudisitas BSI Tbk KCP. Sape dilihat dari 
perbandingan antara hutang lancar dengan hutang 
tidak lancar. Hal seperti inilah yang sangat membahayakan 
kelangsungan hidup BSI Tbk KCP. Sape. 

b) Suatu Pembiayaan bermasalah juga dapat menyebabkan 
kerugian bagi nasabah penyimpanan. Kerugian penyimpan 
akan sangat berdampak kepada sebuah imbalan yang dimana 

 
82 Edi Susilo, Analisis Pembiayan dan Resiko Perbankan Syariah, (Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 69. 
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imbalan bagi hasil yang rendah atau bahkan sangat rendah, 
karena arus kas atau modal yang masuk terganggu. 

c) Pembiayaan bermasalah dapat menjatuhkan sebuah lembaga 
keuangan BSI Tbk KCP. Sape, baik secara keuangan ataupun tidak 
secara keuangan. Kerugian secara keuangan tersebut meliputi tidak 
terpenuhinya target pendapatan, terganggunya arus kas, serta dapat 
mengurangi modal karena biayanya lebih besar dibanding 
pendapatan. Sedangkan kerugian tidak berkaitan dengan keuangan 
adalah meliput menurunnya atau bahkan jatuhnya performance dan 
tingkat kesehatan keuangan. Akibatnya kepercayaan masyarakat 
terhadap bank akan menurun. 

d) Pembiayaan bermasalah juga sangat mempengaruhi sebuah 
kinerja dari karyawan ataupun pengurus bank yang nantinya 
akan dikenakan sanksi yang disebabkan karena kelalaian 
dalam melakukan penagihan kepada nasabah yang meminjam 
sehingga pembiayaan bermasalah terus terjadi dan akan 
menyebabkan sebuah kerugian yang berupa pengurangan 
pendapatan contoh pengurangan bonus karena pemasukan 
yang sedikit atau pemotongan gaji untuk menutupi arus 
keuangan yang akan nantinya dijadikan modal. 

e) Pembiayaan bermasalah juga berdampak pada kelangsungan 
pemberian kepada anggota atau kelancaran pada pemberian 
pembiayaan akan terganggu sehingga jumlah pinjaman yang 
diajukan tidak sesuai dengan bank saat ini maka tidak 
dilayani. 
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BAB V 

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  

A. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah 
ndonesia Tbk KC. Sape 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak 
Riyan Hidayat selaku Branch Operations dan Service Manager.83 

 
Nasabah yang mengajukan pembiayaan di BSI KCP. 

Sape banyak dan rata-rata mereka mengajukan untuk 
pembiayaan mikro, lalu ada juga yang mengajukan mitra 
guna, mitra guna itu seperti fix income dan nasabah juga 
banyak yang mengajukan pembiayaan KPR. Terkait 
dengan jaminan yang digunakan untuk pengajuan 
pembiayaan, BSI KCP. Sape menerapkan jaminan yang 
berbeda untuk setiap produk yang berbeda. Untuk produk 
mitra guna, jaminan (agunan) yang  dipersyaratkan bagi 
karyawan cukup dengan SK kerja, lalu untuk pembiayaan 
KPR nasabah memberikan rumahnya sebagai jaminan, 
pembiayaan mikro yang digunakan sebagai jaminan yaitu 
BPKB, surat tanah (SHM, AJB, SHJB), deposito juga dapat 
dijadikan jaminan, dan untuk cicil emas sudah pasti emas 
tersebut yang dijadikan jaminan.  

 
Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian 

yang tidak bisa dihindari dalam proses pembiayaan. Hal ini 
harus dilakukan agar kelangsungan pembiayaan terus 
berkelanjutan, hasil wawancara dengan bapak Riyan Hidayat selaku 
Branch Operations dan Service Manager.84 

Cara untuk menyelesaikan pembiayaan yang 
berpontensial bermasalah, dilakukan dengan cara: 
1. Pembinaan anggota dilakukan secara terus menerus; 

 
83  Riyan Hidayat (Branch Operations dan Service Manager), Wawancara, PT. 

Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 06 Desember 2023. 
84 Ibid  
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2. Pemberitahuan anggota dengan surat teguran;  
3. Kunjungan lapangan; 
4. Upaya tindakan pencegahan dengan penangan 

rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu 
angsuran; 

5. Dengan melakukan reconditioning, yaitu memperkecil 
margin keuntungan atau bagi hasil. Hal ini dilakukan 
apabila ada itikat baik dari nasabah. 
  

Dalam mengatasi risiko yang terjadi pada pembiayaan 
bermasalah tentunya setiap bank syariah mempunyai strategi-strategi 
untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut. 
Beberapa usaha yang dilakukan Bank Syariah Tbk KCP. Sape dalam 
penanganan pembiayaan bermasalah yang terdiri dari beberapa cara 
sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ryan Hidayat selaku 
bawahan Branch Manager yaitu:85 

 
a. Restrukturisasi pembiayaan  

BSI KCP. Sape berusaha melakukan perbaikan 
terhadap anggota yang tergolong dalam kategori 
diragukan dan kurang lancar serta mengalami kesulitan 
dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi 
pembiayaan dilakukan dengan analisa yang dilakukan 
oleh analisi selanjutnya akan diputuskan oleh Manager 
BSI KCP. Sape apakah bisa dilakukan Restrukturisasi. 
Proses analisis dan pelaksanaan Restrukturisasi 
pembiayaan biasanya dilakukan dengan  memperkecil 
jumlah angsuran atau kesepakatan diawal. Hal ini harus 
hasil analisa dan keputusan Manager. 

b. Rescheduling  
Yaitu strategi penanganan pembiayaan dengan 
melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah 
angsuran pelunasan. rescheduling dilakukan apabila 

 
85 Riyan Hidayat (Branch Operations dan Service Manager), Wawancara, PT. 

Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 06 Desember 2023.  
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anggota memiliki itikad tidak baik dalam melakukan 
pelunasan angsuran kembali. 

c. Reconditioning  
Yaitu strategi dalam penyelesaian pembiayaan dengan 
melakukan perubahan syarat pembiayaan menjadi 
persyaratan baru sehingga jumlah bagi hasil menjadi 
lebih kecil. Strategi reconditioning  tergolong dalam 
anggota yang melakukan pembiayaan diragukan 
hingga macet.  

d. Penyitaan barang jaminan 
Hal ini dilakukan apabila anggota sudah tidak beritikad 
baik dalam penyelesaian pembiayaan dan tidak 
mengindahkan surat peringatan yang telah disampaikan 
oleh pihak bank. Namun tindakan ini tetap dilakukan 
sesuai dengan syariat islam. 
 

Penanganan pembiayaan adalah istilah teknis yang bisa 
dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-
langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan 
pembiayaan yang dihadapi debitur yang masih memiliki prospek usaha 
yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau 
kewajiban-keajiban lainnya, agar dibitur dapat memenuhi kembali 
kewajibannya. 

Berikutnya adalah penanganan pembiayaan bermasalah. 
Penyelamatan keuangan (financial restucturing) merupakan istilah 
teknis yang sering digunakan dikalangan perbankan untuk upaya dan 
tindakan bank dalam menangani pembiayaan bermasalah. 
Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya bank untuk membantu 
nasabah memenuhi kewajibannya antara lain dengan cara: 86 
1) Reschedulling (perencanaan ulang) 

       Reschedulling berarti menggubah jadwal pembayaran atau 
waktu kewajiban nasabah. 

2) Reconditioning (pembaruan) 

 
86 Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 Pasal 1 Ayat 7. 
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       Reconditioning berarti penyelamatan pembiayaan bermasalah 
dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara bank 
dengan nasabah tanpa menambah kewajiban nasabah terhadap sisa 
modal bank, antara lain: 
a) Perubahan jadwal pembayaran, 
b) Menetapkan besarnya angsuran, 
c) Perubahan periode, 
d) Perubahan proporsi pembiayaan mudharabah atau musyarakah, 
e) Perubahan perkiraan pembagian keuntungan terhadap 

pembiayaan dan, 
f) Mumbuat diskon. 

3) Restructuring (penataan kembali) 
       Restructuring adalah perubahan kebutuhan keuangan yang 
mencakup misalnya: 
a) Prosedur tambahan pembiayaan bagi perbankan, 
b) Konversi perjanjian pembiayaan, 
c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka 

menengah, 
d) Konversi pendanaan menjadi investasi sementara pada 

perusahaan nasabah. 
Penyelamatan dari pembiayaan bermasalah ialah dengan 

melakukan restrukturisasi perbankan dan mengambil tindakan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku, sehingga pembiayaan jangka panjang 
(kurang lancar dan tidak terorganisir) dilaksanakan sedikit demi sedikit 
menjadi golongan lancar kembali.  

Penilaian ini yang nantinya akan menjadi dasar bagi Bank 
Syariah Indonesia KCP. Sape untuk menemukan apakah pembiayaan 
yang diajukan layak direalisasi atau tidak. Dan jaminan yang diberikan 
kepada bank hanya dijadikan untuk berjaga-jaga apabila pembiayaan 
yang diberikan macet. Adapun prinsip penilaian anggota nasabah dalam 
mengajukan pembiayaan adalah sebagai berikut: 
1. Character (karakter) merupakan gambaran sifat dan kepribadian 

calon debitur. Bank harus melakukan analisis karakter terhadap 
calon debitur yang tujuannya untuk mengetahui apakah calon 
debitur mempunyai kemauan untuk melunasi utangnya terhadap 
kewajibannya membayar pinjaman secara penuh. 
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2. Capacity (kapasitas) yaitu kemampuan calon debitur dalam 
menyelenggarakan bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan sesuai 
yang diharapkan. Tujuan dari evaluasi adalah supaya bisa mengukur 
kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dengan tepat 
waktu atau membayar hasil bisnis yang didapatkannya.87 

3. Capital (modal) yang dimasukkan dalam kredit memerlukan analisa 
yang lebih mendalam. Modal adalah besarnya jumlah modal yang 
dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal yang di miliki 
calon debitur, maka semakin yakin  bank terhadap keseriusan calon 
pinjaman.  

4. Collateral (jaminan) adalah agunan yang ditawarkan oleh  calon 
nasabah. Jaminan adalah  sumber pembayaran lain, yaitu jika debitur 
tidak mampu membayar biaya dan menghadapi kredit macet, maka 
bank dapat  menarik jaminan tersebut.  

5. Conditions (kondisi) keuangan merupakan analisis keadaan  
ekonomi. Bank hendaknya mepertimbangkan bidang kegiatan  calon 
debitur dalam kaitkannya beserta kondisi keuangannya, apakah 
kondisis tersebut akan mempengaruhi bisnis calon nasabah di 
kemudian hari.88 
Namun Bank Syariah Indonesia KCP Sape dalam analisa pemberian 

pembiayaan hanya menggunakan prinsip 3C dari prinsip yang telah 
ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Sape, adapun prinsip 
yang dimaksud:  
a. Capital, artinya besarnya modal yang akan dipinjam oleh calon 

anggota ataupun anggota, seperti dilihat dari jumlah yang dipinjam, 
berapa jumlah saldo yang dimiliki anggota, asset investasi atau 
simpanan yang dimiliki.  

b. Capacity, artinya kemampuan anggota dalam pengembalian 
pembiayaan dinilai melalui bagaimana bentuk usaha yang dimiliki 
anggota, dan kemampuannya dalam mengelola modal usaha.  

c. Collateral, artinya Jaminan yang akan diajukan kepada BSI KCP. 
Sape harus sesuai dengan jumlah yang akan dipinjam, hal ini dilihat 
dari bentuk  jaminan yang akan diserahkan kepada BSI KCP. Sape. 

 
87 Veithzal Rivai, Comercial Bank Management (Manajemen Perbankan dari 

Teori ke Praktik), (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 218. 
88 Ismail, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112-114. 
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Terkadang dalam pemberian pembiayaan muncul risiko yang tidak 
bisa dihindari sehingga muncul pembiayaan bermasalah. Pembiayaan 
bermasalah terjadi karena berbagai faktor seperti faktor internal terjadi 
karena lemahnya analisa keuangan, lemahnya pengawasan pembiayaan, 
kurangnya koordinasi komite pembiayaan, dan jaminan yang kurang 
merketable. Sedangkan faktor eksternalnya terjadi karena nasabah yang 
kondisi ekonominya menurun, lemahnya daya saing pasar, dan karakter 
wilayah. Risiko yang muncul akan berdampak pada lembaga keuangan 
bank sehingga perlu adanya strategi penyelesaian atau penanganan 
pembiayaan bermasalah.89 

Berdasarkan temuan lapangan dari hasil wawancara yang dilakukan 
peneliti, maka bentuk penanganan pembiayaan bermasalah yang 
dilakukan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape adalah: 
1) Restrukturisasi pembiayaan adalah Bank Syariah Indonesia Tbk 

KCP. Sape berusaha melakukan perbaikan terhadap nasabah yang 
tergolong dalam katergori diragukan dan kurang lancar serta 
mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. 
Restrukturisasi pembiayaan dilakukan Restrukturisasi pembiayaan 
dilakukan dengan analisa yang dilakukan oleh analisi selanjutnya 
akan diputuskan oleh Manager BSI KCP. Sape apakah bisa 
dilakukan Restrukturisasi. Proses analisis dan pelaksanaan 
Restrukturisasi pembiayaan biasanya dilakukan dengan  
memperkecil jumlah angsuran atau kesepakatan diawal. Hal ini 
harus hasil analisa dan keputusan Manager. 

2) Rescheduling yaitu strategi penanganan pembiayaan dengan 
melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah angsuran 
pelunasan. rescheduling dilakukan apabila anggota memiliki itikad 
tidak baik dalam melakukan pelunasan angsuran kembali. 

3) Reconditioning yaitu strategi dalam penyelesaian pembiayaan 
dengan melakukan perubahan syarat pembiayaan menjadi 
persyaratan baru sehingga jumlah bagi hasil menjadi lebih kecil. 
Strategi reconditioning  tergolong dalam anggota yang melakukan 
pembiayaan diragukan hingga macet.  

 
89 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah..., hlm, 85. 
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4) Penyitaan barang jaminan, hal ini dilakukan apabila anggota sudah 
tidak beritikad baik dalam penyelesaian pembiayaan dan tidak 
mengindahkan surat peringatan yang telah disampaikan oleh pihak 
bank. Namun tindakan ini tetap dilakukan sesuai dengan syariat 
islam. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
Non Performing Financing atau pembiayaan bermasalah adalah 

pembiayaan yang menghadapi permasalahan gagal bayar, 
ketidakpastian, atau kerugian. Dalam hal ini, faktor, dampak, dan 
upaya yang relevan untuk mengatasi masalah tersebut adalah: 
1. Penyebab Non Performing Financing adalah disebabkan karena 

dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal 
terjadi karena lemahnya analisa keuangan, lemahnya pengawasan 
pembiayaan, kurangnya koordinasi komite pembiayaan, dan 
jaminan yang kurang memadai. Sedangkan faktor eksternal terjadi 
karena kondisi ekonomi mikro atau menurunnya usaha nasabah, 
lemahnya daya beli pasar karena banyaknya pesaing, bencana 
alam serta karakter nasabah seperti penceraian dan faktor 
kesengajaan nasabah. 

2. Adapun dampak Bank Syariah dengan adanya pembiayaan 
bermasalah, yaitu sebagai berikut:  
a. Jika permasalahan pembiayaan terus berlanjut dan memburuk, 

hal ini dapat mengganggu arus kas atau arus masuk modal, 
sehingga menyebabkan penurunan cadangan likuiditas. 
Cadangan yang kuat atau posisi yang sangat likuid sangat 
penting bagi bank. Saat menilai likuiditas, bank biasanya 
menggunakan rasio lancar sebagai alat analisis. 

b. Likuiditas BSI Tbk KCP. Sape dapat dinilai dengan 
membandingkan utang lancarnya dengan utang tidak lancar. 
Situasi ini menimbulkan risiko yang signifikan terhadap 
kelangsungan hidup BSI Tbk KCP. Sape. Selain itu, nasabah 
simpanan juga bisa mengalami kerugian akibat permasalahan 
pembiayaan. Meminimalkan kerugian dapat secara signifikan 
mempengaruhi alokasi imbalan, terutama ketika keuntungan 
yang dibagikan rendah atau minimal. Hal ini disebabkan 
terganggunya arus kas atau modal masuk. 
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c. Pembiayaan bermasalah berpotensi memberikan dampak negatif 
bagi suatu institusi, seperti BSI Tbk KCP. Sape, baik secara 
finansial maupun operasional. Kerugian finansial tersebut antara 
lain tidak tercapainya target pendapatan, terganggunya arus kas, 
dan berkurangnya modal akibat pengeluaran yang melebihi 
pendapatan. Selain itu, kerugian non-finansial dapat 
bermanifestasi sebagai penurunan atau penurunan total kinerja 
dan kesejahteraan finansial secara keseluruhan. Akibatnya, akan 
terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. 

d. Pembiayaan bermasalah dapat memberikan dampak yang 
signifikan terhadap kinerja suatu perusahaan. Hal ini dapat 
menimbulkan akibat seperti sanksi yang dijatuhkan kepada 
calon pegawai atau pengurus bank karena kelalaiannya dalam 
menagih pembayaran dari nasabah peminjam. Permasalahan 
pembiayaan yang berkelanjutan ini dapat mengakibatkan 
kerugian finansial, seperti berkurangnya pendapatan melalui 
bonus atau pemotongan gaji untuk menutupi aliran keuangan 
yang akan digunakan sebagai modal. 

e. Pembiayaan bermasalah dapat memberikan dampak yang 
signifikan terhadap kelangsungan usaha dan kelancaran aliran 
dana. Apabila pembiayaan terganggu, hal ini dapat 
mengakibatkan berkurangnya jumlah pinjaman yang tersedia. 
Jika permohonan pinjaman yang diajukan tidak memenuhi 
persyaratan bank saat ini, maka permohonan tersebut tidak 
dapat diproses atau disetujui. 

3. Bentuk penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank 
Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape adalah: 
a. Restrukturisasi pembiayaan adalah Bank Syariah Indonesia 

Tbk KCP. Sape bertujuan untuk membantu nasabah yang 
mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, 
khususnya yang tergolong diragukan dan kurang lancar. 
Restrukturisasi pembiayaan dilakukan melalui analisa yang 
mendalam. Keputusan dilanjutkannya restrukturisasi akan 
dilakukan oleh Pengelola BSI KCP. Sape. Analisis dan 
implementasi restrukturisasi pembiayaan biasanya melibatkan 
pengurangan jumlah angsuran atau mencapai kesepakatan awal. 
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Hasil ini kemungkinan besar berasal dari analisis yang cermat 
dan keputusan yang dibuat oleh Manajer. 

b. Rescheduling yaitu salah satu cara untuk menyesuaikan strategi 
penanganan pembiayaan adalah dengan memodifikasi jangka 
waktu pelunasan dan besaran angsuran pelunasan. Penjadwalan 
ulang terjadi ketika anggota menunjukkan kurangnya 
komitmen untuk membayar kembali angsurannya. 

c. Reconditioning yaitu pendekatan potensial untuk mencapai 
tujuan pembiayaan melibatkan modifikasi persyaratan 
pembiayaan untuk memenuhi kriteria baru, yang 
mengakibatkan pengurangan jumlah bagi hasil. Strategi ini 
melibatkan anggota dengan pendanaan yang tidak pasti yang 
dapat menyebabkan kegagalan. 

d. Penyitaan barang jaminan, apabila anggota tidak mempunyai 
niat yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan pembiayaan 
dan tidak menghiraukan surat peringatan yang dikirimkan oleh 
bank, tindakan tersebut akan diambil. Meski demikian, 
tindakan tersebut tetap dilakukan sesuai dengan syariat Islam. 

B. Saran 
Dari penelitian ini, terdapat saran bagi peneliti, dan pihak Bank 

Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape sebagai berikut: 
1. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam 

penelitian selanjutnya, menggali berbagai subjek dan perspektif 
untuk menambah pengetahuan. 

2. Bank Syariah Indonesia KCP. Sape harus meningkatkan 
kemampuan analisis nasabahnya untuk mencegah masalah 
pembiayaan di masa depan. 

3. Dalam melakukan analisis pembiayaan, penting bagi Bank Syariah 
di Indonesia, seperti KCP. Sape, untuk menggunakan metode yang 
menyeluruh dan analitis. Penerapan kerangka 5C harus dipatuhi 
dengan ketat. 
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